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Empat Desa di Kabupaten 
Buol Terendam Banjir

DORONG KEMAJUAN OTOMOTIF
Pertamina Sulawesi 
Hadirkan Pertamax 
Turbo  di Kejurnas 

Drag Race 2025

FINAL Kejuaraan 
N a s i o n a l  D r a g 
Race 2025. FOTO: 
DOK. PERTAMINA 

SULTENG RAYA – Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi kembali menun-
jukkan komitmennya dalam mendorong 
kemajuan dunia otomotif nasional dengan 
menghadirkan Pertamax Turbo sebagai 
bahan bakar resmi Final Kejuaraan Nasional 
Drag Race 2025 yang digelar di Sirkuit Drag 
Race Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten 
Maros, Sulawesi Selatan.

Gelaran puncak kejuaraan ini memperte-
mukan lebih dari 700 starter dari berbagai 
penjuru tanah air — mulai dari Sumatera, 
Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga Papua 
— menjadikannya salah satu kompetisi 
drag race terbesar dan paling kompetitif di 
Indonesia tahun ini.

SULTENG RAYA - Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) melaporkan akibat curah hujan 

tinggi pada Minggu (16/11), empat desa 
di Kabupaten Buol, provinsi setempat 

terendam banjir.

BANJIR merendam rumah warga di Kabupaten Buol, Minggu (16/11/2025). FOTO: ANTARA/BPBD SULTENG

Kepala Pelaksana BPBD 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Akris Fattah Yunus di Palu, 
Senin, mengatakan banjir 
terjadi di tiga kecamatan di 
Kabupaten Buol.

“Banjir terjadi di dua desa 
di Kecamatan Bokat, yakni 
Desa Poongan dan Desa 
Tikopo, Desa Inalatan di 
Kecamatan Bunobogu, serta 

Desa Potangoan di Kecama-
tan Bukal,” katanya.

Ia mengatakan intensitas 
hujan tinggi menyebabkan 
sungai kecil tidak mampu 
menampung debit air dari pe-
gunungan, sehingga meluap 
dan merendam rumah warga 
di sekitar bantaran sungai.

Polres Parigi Moutong 
Gelar Apel Operasi 

Zebra Tinombala 2025

KAPOLRES Parigi Moutong, AKBP Dr. Hendrawan memasang 
pita pada salah satu personil Satlantas Polres Parigi Moutong di 
halaman Mako Polres Parigi Moutong Senin (17/11/2025) me-
nandai dimulainya Operasi Zebra Tinombala 2025 di wilayah 
Kabupaten Parigi Moutong. FOTO: HUMAS POLRES PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA — Polres Parigi Moutong 
melaksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka 
Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Tinombala 
2025 di halaman Mako Polres Parigi Moutong, Sen-
in (17/11/2025). Kegiatan tersebut digelar serentak 
di seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah mulai 17 

TEHNICAL meeting Liga 4 Zona I Piala Bupati Parigi Moutong 
di kantor Desa Baliara, Senin (17/7/2025). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA  — Lapangan Harimau Desa 
Baliara, Kecamatan Parigi Barat akan menjadi tem-
pat perhelatan kompetisi Liga 4 Zona I  tingkat Ka-
bupaten Parigi Moutong. Sebanyak 22 kesebelasan 
dari berbagai kecamatan bersiap mengukir prestasi  

Liga 4 Piala Bupati
Parmout Siap Bergulir,

22 Kesebelasan
Ramaikan Persaingan

■■ Baca  Baca  LIGA 4LIGA 4... ... Hal. 7Hal. 7

PT Vale Ambil Peran Tinggkatkan Akses 
Listrik untuk Masyarakat

PT GNI Perbaiki dan Tingkatkan Fasilitas
Sekolah SMPN 3 dan SDN 2 Bunta

SULTENG RAYA - PT 
GNI kembali menunjukkan 
komitmennya dalam men-
dukung dunia pendidikan 
di Morowali Utara melalui 
kegiatan penimbunan ling-
kungan sekolah di SMP 
Negeri 3 Petasia Timur dan 
SD Negeri 2 Bunta. Pro-
gram ini telah berlangsung 
selama dua pekan terak-
hir sebagai langkah nyata 
untuk mengurangi risiko 
banjir serta menciptakan 
fasilitas belajar yang lebih 

aman dan nyaman.
Penimbunan ini dila-

kukan sejalan dengan ara-
han pihak Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Morowali Utara 
untuk menanggulangi kon-
disi beberapa sekolah yang 
berada di wilayah rawan 
genangan air. Aksi tersebut 
tidak hanya berfokus pada 
perbaikan fisik, tetapi juga 
menjadi wujud kepedulian 

KEGIATAN penimbunan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Petasia Timur. FOTO: DOK. PT GNI 

SUASANA sosialisasi peningkatan pelayanan kelistrikan yang dilaksanakan PT Vale dan Pemkab Lutim. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Se-
bagai perusahaan pertam-
bangan yang berkomitmen 
untuk menerapkan prak-
tik sejalan dengan prinsip 
Environment, Social, and 
Governance (ESG), ang-
gota grup MIND ID, PT Vale 
Indonesia Tbk (PT Vale) 
terus menguatkan langkah 
dan inisiatif mendukung 
pembangunan berkelanju-
tan di wilayah perusahaan 
beroperasi.

Salah satu upaya nyata 
yang dilakukan adalah ko-
laborasi inklusif yang di-
lakukan secara konsisten 
oleh perusahaan bersama 
dengan para pemangku 
kepentingan untuk ikut ber-
peran aktif dalam menjaga 
serta meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat sekitar 
perusahaan.

Sejalan dengan komit-
men tersebut, PT Vale turut 
mendukung inisiatif solutif 
bersama-sama dengan Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Luwu Timur dan PT 
PLN (Persero) ULP Palopo 
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SULTENG RAYA – Personel Pol-
sek Tawaeli meringkus seorang pria 
yang telah melakukan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan (curas) 
di AgenLink/BRILink Jalan Trans 
Sulawesi, Kelurahan Mamboro, Palu 
Utara, Senin (17/11/2025). Pelaku 
yang diketahui berinisial MW (43) 
itu, ditangkap setelah bersembunyi 
di rumah mertuanya. 

Kejadian itu bermula sekira pukul 
11.56 Wita, pelaku yang saat melihat 
situasi lengah masuk ke dalam Agen-
link milik Muh.Sudrajat, dan tanpa 
banyak bicara, pelaku langsung 
menodongkan senjata tajam ke arah 
operator berinisial PA (18) dan me-
maksa menyerahkan seluruh uang 
dalam laci. Uang tersebut dimasuk-

kan ke dalam kantong plastik yang 
telah disiapkan pelaku, kemudian 
melarikan diri menggunakan sepeda 
motor jenis matic. 

“Teriakan panik dari saksi mem-
buat warga sekitar mencoba menge-
jar, namun pelaku berhasil kabur,”-
kata Kapolsek Tawaeli, Iptu Zulham 
Abdillah. 

Setelah menerima laporan, tim 
langsung bergerak memburu pelaku, 
gerak cepat anggota di lapangan mem-
buahkan hasil. Dalam waktu kurang 
dari 3 jam, pelaku akhirnya ditangkap 
di rumah mertuanya di wilayah Kelu-
rahan Kayumalue Pajeko. 

“Ini menunjukkan komitmen kami 
menjaga keamanan dan kenyamanan 
warga, pengejaran berlanjut hingga 

sekitar pukul 14.30 Wita, anggota 
berhasil menangkap pelaku di rumah 
mertuanya serta mengamankan uang 
tunai Rp32.222.000,” jelas kapolsek.

Kapolresta Palu Kombes Pol Deny 
Abrahams mengapresiasi respon 
cepat dari personel Polsek Tawaeli 
dalm mengungkap kasus curas ter-
sebut. Kepolisian masih melakukan 
pengembangan kasus curas itu.

“Kami terus mengembangkan 
penyelidikan karena tidak menutup 
kemungkinan pelaku sudah sering 
beraksi di wilayah hukum Polresta 
Palu. Tidak ada ruang bagi pelaku 
kejahatan di kota ini,”tegas Deny.

Pelaku, saat ini telah diamankan di 
Mapolsek Tawaeli untuk pemeriks-
aan lebih lanjut. AMR

SULTENG RAYA – Polda Sula-
wesi Tengah (Sulteng) menggelar 
Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 
Tinombala 2025 di lapangan Ma-
polda Sulteng, Senin (17/11/2025). 
Apel tersebut dipimpin Wakapolda 
Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta 
Kusuma Putra Rauf, sebagai tanda 
dimulainya upaya penguatan keama-
nan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas (Kamseltib-
carlantas) jelang Operasi Lilin 2025.

Dalam amanat Kapolda Sulteng, Irjen 
Endi Sutendi yang dibacakan Wakapol-
da menekankan, diantaranya personel 
diminta melaksanakan operasi dengan 
tulus dan ihklas, kemudian laksanakan 
deteksi dini dan deteksi aksi terhadap 
seluruh potensi kerawanan terkait 
Kamseltibcarlantas, serta optimalkan 
patroli dan penjagaan rawan macet, 
laka pelanggaran lalu lintas. 

“Lakukan penindakan pelangga-
ran lalu lintas dengan menggunakan 
ETLE dan blangko teguran, jangan 
melakukan pungli (pungutan liar) 
atau KKN, serta hindari tindakan 
yang dapat menimbulkan komplain 

dari masyarakat,”tegas wakapolda. 
Helmi menyampaikan,bahwa 

Operasi Zebra Tinombala pada 
tahun sebelumnya menunjukkan tren 
positif. “Pada tahun 2023 tercatat 35 
kasus kecelakaan, sementara tahun 
2024 menurun menjadi 33 kasus atau 
berkurang sekitar 6 persen,” jelasnya. 

Meski begitu, angka korban me-
ninggal dunia justru mengalami pe-
ningkatan. Dari 12 orang pada tahun 
2023 menjadi 15 orang pada tahun 
2024, atau naik 25 persen. Wakapolda 
mengatakan, kondisi tersebut harus 
menjadi evaluasi agar pelaksanaan 
operasi tahun ini dapat lebih efektif 
menekan angka fatalitas kecelakaan.

Ia berharap Operasi Zebra Tinom-
bala 2025 dapat menciptakan situasi 
lalu lintas yang lebih tertib dan kon-
dusif, serta mendorong semakin ting-
ginya kesadaran masyarakat dalam 
berlalulintas menjelang perayaan 
Natal dan Tahun Baru 2026.  

Sementara, Dirlantas Polda Sul-
teng, Kombes Atot Irawan menyebut, 
Operasi Zebra Tinombala 2025 akan 
digelar selama 14 hari, mulai 17 hing-

ga 30 November 2025 mendatang. 
“Sebanyak 728 personel diterjun-

kan, terdiri dari 166 personel Polda 
Sulteng dan 562 personel Polres jaja-
ran di seluruh wilayah hukum Polda 
Sulteng,”ujarnya.

Dirlantas mengatakan, sasaran 
operasi mencakup berbagai jenis 
pelanggaran, seperti pengendara di 
bawah umur, berboncengan lebih 
dari dua orang, penggunaan ponsel 
saat berkendara, pengendara motor 
yang tidak memakai helm SNI, serta 
pengemudi yang tidak mengguna-
kan sabuk pengaman. 

“Selain itu, kendaraan berknalpot 
brong, pelanggaran batas kecepatan, 
hingga pengendara dibawah pengau-
rh alkohol juga masuk dalam priori-
tas penindakan,” tambahnya. 

Apel yang mengusung tema “Ter-
wujudnya Kamseltibcarlantas yang 
Aman, Nyaman dan Selamat Menje-
lang Pelaksanaan Operasi Lilin 2025” 
itu dihadiri Forkopimda Sulteng, 
pejabat utama Polda, serta personel 
gabungan yang terlibat dalam Opera-
si Zebra Tinombala 2025. AMR

SULTENG RAYA — 
Dalam upaya memperkuat 
peran tenaga lini lapangan 
serta optimalisasi penge-
lolaan data kependudukan 
di tingkat desa, Kepala Per-
wakilan BKKBN Provinsi 
Sulawesi Tengah, Tenny C. 
Soriton, S.Sos., M.M, mela-
kukan pembinaan terhadap 
para Penyuluh KB dan Pe-
tugas Lapangan KB (PKB/
PLKB) Kabupaten Morowali 
Utara (Morut), belum lama 
ini. 

Kegiatan ini menjadi ba-
gian penting dalam mem-
perkuat sinergi antara pro-
gram Bangga Kencana dan 
pengelolaan Rumah Data 
Kependudukan (RDK) di 
wilayah tersebut.

Dalam arahannya, Ten-
ny Soriton menegaskan 
pentingnya peran tenaga 
lapangan dalam menyajikan 
data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
Data kependudukan yang 
valid adalah fondasi pem-
bangunan keluarga yang 
berkualitas. 

“Melalui RDK, desa dapat 
merencanakan kebijakan 
berbasis bukti dan kebu-
tuhan nyata masyarakat,”u-
jar Tenny. 

Dia juga menekankan agar 
setiap tenaga lini lapangan 
terus meningkatkan kom-
petensi dan kolaborasi lintas 
sektor di daerah.

Sementara itu, Muh. Ros-
ni, S.E., M.Si memberikan 
penjelasan komprehensif 
mengenai poster Rumah 
Data Kependudukan Kam-
pung Keluarga Berkualitas, 
yang mencakup tujuh as-
pek utama, yaitu: kuantitas 
penduduk, kualitas pendu-
duk, mobilitas penduduk, 
pembangunan keluarga, 
potensi desa/kelurahan, 

data cakupan administrasi, 
dan data LAMPID (lahir, 
mati, pindah keluar, pindah 
masuk).

Ia juga menyoroti pen-
tingnya kolaborasi antara 
program Desa Cantik (Desa 
Cinta Statistik) dan RDK 
dalam mewujudkan desa 
yang adaptif terhadap dina-
mika kependudukan.

Kegiatan ini diharapkan 
dapat memperkuat kapasi-
tas tenaga lapangan BKKBN 
di Morowali Utara serta 
meningkatkan kualitas pen-
gelolaan data di tingkat akar 
rumput. Dengan demikian, 
RDK tidak hanya menjadi 
pusat data, tetapi juga men-
jadi pusat pembelajaran, 
advokasi, dan pengambilan 
keputusan berbasis data 
untuk mendukung pemban-
gunan keluarga dan masya-
rakat yang lebih sejahtera di 
Sulawesi Tengah. AMR

SULTENG RAYA - Kepolisian 
Sektor (Polsek) Ampana Kota 
memperkuat pembinaan generasi 
muda dengan aktif menyamban-
gi sekolah, Senin (17/11/2025), 
Kapolsek Iptu Maryanto menjadi 
pembina upacara di SMPN 2 Am-
pana Kota, Kelurahan Bailo Baru, 
Kabupaten Tojo Una-una.

Didampingi Bhabinkamtibmas 
dan personel lainnya, kehadiran 
Maryanto disambut hangat Kepa-
la Sekolah Jamila Lapatoro, S.Pd, 
dewan guru, dan seluruh siswa. 
Dalam amanatnya, Kapolsek fokus 
menyampaikan pesan tentang kedi-
siplinan, keselamatan, dan bahaya 
kriminalitas.

“Banggalah menjadi siswa SMPN 
2 Ampana Kota dan kenalilah 
sekolah ini karena prestasi, bukan 
terkenal karena bermasalah,” te-
gasnya. 

Ia juga mengingatkan siswa yang 
rumahnya jauh agar berangkat 
lebih awal untuk menghindari 
kecelakaan di jalan. Sejumlah poin 

yang disampaikan Kapolsek adalah 
bahaya Narkoba dan praktik bul-
lying (perundungan).

“Kami sampaikan kepada para 
siswa untuk menjauhi Narkoba. Ini 
pengaruhnya buruk sekali untuk 
kesehatan, harganya mahal, dan 
jika kedapatan menjadi pengedar, 
maka masa depan akan hancur di 
penjara,”ujar Maryanto.

Ia juga berpesan kepada siswa 
senior agar menjadi teladan yang 
baik. “Jangan ada kekerasan atau 
bullying. Jika ada hal yang tidak 
sesuai, tegurlah dengan cara yang 
baik, atau sampaikan kepada wali 
kelas dan kepala sekolah,” tam-
bahnya.

Kapolsek menutup amanatnya 
dengan dorongan agar siswa rajin 
belajar, menjauhi aksi tawuran, dan 
tidak bolos sekolah. Pihak SMPN 
2 Ampana Kota menyambut baik 
motivasi ini, menilai kegiatan Pol-
sek berhasil menciptakan suasana 
aman dan tertib di lingkungan 
pendidikan. AMR

SEORANG pelaku pencurian Agenlink, saat diamankan di Mapolsek Tawaeli bersama sejumlah barang bukti, Senin (17/11/2025). 
FOTO: DOK. POLSEK TAWAELI

Usai Mencuri, Pelaku 
Curas Sembunyi 
di Rumah Mertua 

SEJUMLAH siswa SMPN 2 Ampana Kota, Kelurahan Bailo Baru, Kabupaten 
Touna, saat mengikuti upacara pengibaran bendera di halaman sekolah, Senin 
(17/11/2025). FOTO: DOK. POLSEK AMPANA KOTA

Tenny Tingkatkan 
Kapasitas Tenaga 

Lapangan KB di Morut 

Siswa Ampana 
Kota Diedukasi 

Bahaya Perundungan 

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta, menyematkan pita tanda dimulainya Operasi Zebra Tinombala kepada perwa-
kilan personel yang bertugas, saat apel gelar pasukan di halaman Mapolda Sulteng, Senin (17/11/2025). FOTO: AMAR SAKTI 

OPERASI ZEBRA TINOMBALA DIMULAI

Wakapolda: Jangan Ada Pungli, 
Berlakukan Blangko Teguran

KEPALA Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, saat membekali para 
tenaga lapangan KB di Morut, belum lama ini. FOTO: HUMAS BKKBN SULTENG
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SULTENG RAYA - PT 
PLN (Persero) Unit Pelaksa-
na Pelayanan Pelanggan 
(UP3) Tolitoli bersama Ya-
yasan Baitul Maal (YBM) 
PLN menunjukkan gerak 
cepat aksi kemanusiaan 
melalui program “Solidari-
tas Tanpa Tunda” dengan 
menyalurkan 70 paket sem-
bako kepada masyarakat 
yang terdampak banjir di 
Kabupaten Tolitoli, Kamis 
(30/10/2025).

Bantuan itu diserahkan 
langsung kepada warga di 
dua lokasi terdampak parah, 
yakni Kelurahan Tuweley 
dan Kelurahan Nalu, Keca-
matan Baolan, Kabupaten 
Tolitoli.

Penyaluran bantuan di-
lakukan langsung oleh tim 
gabungan PLN dan YBM 
PLN dengan mendatangi ru-
mah-rumah warga yang ma-
sih berupaya memulihkan 
diri dari dampak banjir. Pa-
ket bantuan meliputi kebu-
tuhan pokok seperti beras, 
minyak goreng, telur, serta 
kebutuhan pangan esensial 
lainnya yang diharapkan 
dapat meringankan beban 
masyarakat pascabencana.

Manajer PLN UP3 Tolitoli, 
Icuk Sulistianto, menjelas-
kan kegiatan ini merupakan 
bentuk empati dan tang-
gung jawab sosial perusa-
haan terhadap masyarakat 
di sekitar wilayah kerja.

“Kami tidak hanya hadir 
dalam menjaga keandalan 
listrik, tapi juga ingin ha-
dir di tengah masyarakat 
saat mereka membutuhkan. 
Bantuan ini diharapkan bisa 
membantu warga yang ma-
sih berupaya bangkit setelah 
musibah banjir. Ini adalah 
wujud nyata kepedulian 
kami, agar masyarakat me-
rasa tidak sendirian meng-

Satgas Gakkum melaksa-
nakan kegiatan patroli pe-
nindakan menggunakan 
kamera Electronic Traffic 
Law Enforcement (ETLE) 
Mobile Handheld, serta 
memberikan teguran kepa-
da para pelanggar lalu lintas 
di wilayah Kota Palu.

Selain itu, dalam kegiatan 
tersebut, Satgas Gakkum 
juga menemukan sejumlah 
pelanggaran yang terlihat 
secara kasat mata.

Kasatgas Gakkum Opera-
si Zebra Tinombala 2025, 
Kompol Dr. Candra Tangoi, 
S.Sos., M.Si., mengatakan 
para pelanggar diberikan 
peneguran melalui blanko 
teguran tertulis sebagai ben-
tuk pembinaan agar tidak 
mengulangi kesalahan yang 
sama.

Masih kata Kasatgas Gak-
kum, penindakan dilakukan 
baik terhadap pengendara 
kendaraan bermotor roda 
dua maupun roda empat 
yang tidak mematuhi aturan 
berlalu lintas.

Selain penindakan lanjut-
nya, pihaknya juga mem-
berikan imbauan kepada 
masyarakat agar tetap ter-
tib berlalu lintas, termasuk 
dalam hal memarkir ken-
daraan dengan benar dan 
tidak menggunakan badan 
jalan, sehingga tidak me-
nimbulkan kemacetan dan 

mengganggu kenyamanan 
pengguna jalan lainnya.

Ia juga mengungkapkan 
dari hasil kegiatan ini ber-
kontribusi pada terwujud-
nya keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran 
lalu lintas (Kamseltibcarlan-
tas) di wilayah Kota Palu, 
serta menjadi langkah pre-
ventif dalam menekan ang-
ka pelanggaran dan kecela-
kaan lalu lintas yang dapat 
menyebabkan fatalitas.

Kasatgas Gakkum yang 
juga menjabat sebagai Ps. 
Kasubditgakum Ditlantas 
Polda Sulteng itu mengata-
kan bahwa kegiatan ter-
sebut merupakan bagian 
dari komitmen Polri untuk 
menciptakan lingkungan 
berlalu lintas yang aman, 
tertib, dan nyaman bagi 
seluruh masyarakat.

Diketahui, Operasi Zebra 
Tinombala 2025 akan ber-
langsung selama 14 hari, 
yang dimulai dari tanggal 
17-30 November 2025 men-
datang di seluruh wilayah 
hukum Polda Sulteng.

Adapun sasaran operasi 
meliputi pengendara di ba-
wah umur, berboncengan 
lebih dari satu orang, meng-
gunakan ponsel saat berken-
dara, pengendara sepeda 
motor yang tidak memakai 
helm SNI, serta pengemudi 
yang tidak menggunakan 

PETUGAS Satgas Gakkum saat melaksanakan kegiatan patroli penindakan menggunakan kamera 
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld di wilayah Kota Palu, Senin (17/11/2025). 
FOTO: DOK DITLANTAS POLDA SULTENG

HARI PERTAMA OPS ZEBRA TINOMBALA 2025

Polisi Gunakan ETLE 
Handheld  Awasi 

Pelanggaran di Palu

SULTENG RAYA - Satuan Tugas (Satgas) 
Penegakkan Hukum (Gakkum) Operasi Ze-
bra Tinombala 2025, di hari pertama operasi 
melakukan upaya penertiban dan mening-
katkan disiplin bagi pengendara kendaraan 
dalam berlalu lintas di jalan raya, Senin 
(17/11/2025) pagi.

sabuk pengaman.
Selain itu, penindakan 

juga menyasar kendaraan 
berknalpot bising, pelang-
garan batas kecepatan, serta 
pengendara dalam pengar-
uh alkohol.*/YAT

SULTENG RAYA — PT 
PLN (Persero) Unit Induk 
Distribusi (UID) Sulawesi 
Utara, Tengah, dan Goron-
talo (Suluttenggo) melalui 
Unit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan (UP3) Palu, 

menggelar Operasi Pener-
tiban Pemakaian Tenaga 
Listrik (P2TL) Gabungan di 
wilayah kerja ULP Bungku, 
Kabupaten Morowali.

Kegiatan ini berlangsung 
selama empat hari, mulai 

APEL bersama persiapan Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Gabungan di wilayah kerja ULP Bungku, Kabupaten Morowali. FOTO: PLN

PLN Gelar Operasi P2TL Gabungan di Bungku

tanggal 11 -14 November 
2025, sebagai bagian dari 
komitmen PLN dalam upa-
ya penurunan susut tenaga 
listrik di seluruh wilayah 
kerja UID Suluttenggo.

Operasi gabungan terse-
but, melibatkan personel 
dari berbagai unit PLN di 
bawah koordinasi UID Su-
luttenggo serta mendapat 
dukungan penuh dari aparat 
Kepolisian Republik Indo-
nesia guna memastikan ke-
giatan berjalan aman, tertib, 
dan transparan.

Menanggapi pemberitaan 
yang beredar terkait dugaan 
pemutusan listrik di wilay-
ah Bungku, Manager PLN 
ULP Bungku, Ika Safitri 
Ismail menegaskan bahwa 
kegiatan yang dilakukan di 
lapangan merupakan bagian 
dari agenda nasional P2TL 
dan tidak bersifat sepihak.

 “Kami memahami ke-
resahan sebagian pelanggan. 
Namun perlu kami sampai-
kan, kegiatan P2TL bukan 
tindakan pemutusan sepi-
hak, melainkan pemeriks-
aan dan edukasi lapangan 
untuk memastikan sam-
bungan listrik pelanggan 
sesuai standar keselamatan 
dan ketentuan yang berlaku. 
Langkah ini justru bertujuan 
melindungi pelanggan dari 
risiko bahaya listrik akibat 

sambungan tidak standar, 
serta menjaga keandalan 
pasokan listrik untuk ke-
pentingan masyarakat luas,” 
jelas Ika.

Operasi P2TL Gabungan 
ini juga mencakup validasi 
lapangan, penertiban sam-
bungan tidak sesuai standar, 
dan evaluasi teknis hari-
an untuk mengidentifikasi 
potensi kehilangan energi 
(susut distribusi).

Selain itu, tim gabungan 
turut berkoordinasi dengan 
Gardu Induk Bungku guna 
memastikan keakuratan titik 
transaksi sebagai bagian dari 
upaya peningkatan akurasi 
data kelistrikan di Morowa-
li. Manager PLN UP3 Palu, 
Ansar, menyampaikan bah-
wa kegiatan ini merupakan 
wujud nyata komitmen PLN 
dalam menjaga keandalan 
dan efisiensi sistem kelis-
trikan.

“Kami memastikan setiap 
langkah di lapangan ber-
pedoman pada aturan dan 
keselamatan kerja. Selain 
menertibkan, kami juga 
memberikan edukasi kepa-
da pelanggan agar memaha-
mi pentingnya penggunaan 
listrik yang aman dan legal. 
Tujuannya bukan menghu-
kum, tetapi membangun 
kesadaran bersama,” tutur 
Ansar.

PLN mengapresiasi peran 
serta masyarakat, termasuk 
kalangan mahasiswa dan 
pelaku UMKM, yang turut 
mengingatkan pentingnya 
transparansi layanan publik. 
PLN membuka ruang ko-
munikasi terbuka bagi siapa 
pun yang ingin menyampai-
kan saran atau klarifikasi.

 “Kami mengajak semua 
pihak untuk berdialog se-
cara konstruktif. Silakan 
menyampaikan aspirasi me-
lalui Contact Center PLN 
123, Aplikasi PLN Mobile, 
atau datang langsung ke 
kantor ULP Bungku. Semua 
laporan akan kami tinda-
klanjuti sesuai mekanisme 
resmi,” tambah Ika.

Melalui operasi ini, PLN 
berharap dapat memper-
kuat kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya peng-
gunaan listrik yang aman, 
efisien, dan sesuai aturan. 
Dukungan dari aparat, 
pemerintah daerah, dan 
masyarakat menjadi kunci 
keberhasilan bersama menu-
ju Morowali yang semakin 
terang dan produktif.

PLN berkomitmen terus 
menghadirkan pelayanan 
terbaik,  meningkatkan 
transparansi, serta menjaga 
keandalan sistem kelistrikan 
di seluruh wilayah UID Su-
luttenggo UP3 Palu.*/HJ

WARGA terdampak banjir di Tolitoli saat menerima paket sembako dari UP3 Tolitoli dan YBM bebe-
rapa waktu lalu. FOTO: PLN

PLN UP3 Tolitoli dan YBM PLN Salurkan 
70 Paket Sembako untuk Korban Banjir

hadapi situasi sulit ini,” 
kata Icuk.

Perwakilan YBM PLN 
UP3 Tol i to l i ,  Achmad 
Muhaemin, menambah-
kan dana bantuan ini me-
rupakan amanah dari zakat, 
infak, dan sedekah yang 
dikumpulkan dari seluruh 
pegawai PLN dan dikelola 
oleh YBM PLN.

“Ini adalah bentuk soli-
daritas dari pegawai PLN 
untuk masyarakat. Semoga 
apa yang kami salurkan 
dapat meringankan beban 
dan menjadi penyemangat 
bagi warga terdampak un-
tuk kembali membangun ke-
hidupan mereka,” ujarnya.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Suluttenggo, Usman Ban-
gun, mengatakan aksi cepat 

tanggap ini sejalan den-
gan komitmen PLN sebagai 
perusahaan yang peduli 
terhadap lingkungan sosial.

“Musibah banjir di Tolitoli 
menjadi perhatian serius 
bagi kami. Solidaritas dan 
kecepatan dalam memban-
tu adalah kunci. Aksi ini 
adalah cerminan dari bu-
daya AKHLAK, khususnya 
nilai Harmonis dan Loyal, di 
mana kami selalu berupaya 
memberikan kontribusi ter-
baik bagi masyarakat, tidak 
hanya melalui layanan ke-
listrikan, tetapi juga melalui 
kepedulian sosial,” tegas 
Usman.

“Kami berharap bantuan 
ini dapat memberikan sedi-
kit kelegaan dan menunjuk-
kan bahwa PLN selalu hadir 
sebagai mitra dan bagian 

dari masyarakat Tolitoli,” 
tambahnya.

Salah satu penerima ban-
tuan, Fatimah (52), warga 
Kelurahan Nalu, menyam-
paikan rasa terima kasih 
dan haru atas kepedulian 
PLN. “Bantuan ini sangat 
berarti bagi kami. Terima 
kasih banyak kepada PLN 
dan YBM PLN yang begitu 
peduli dan cepat membantu 
kami yang terdampak banjir. 
Semoga kebaikan ini dibalas 
oleh Allah SWT,” katanya 
dengan haru.

Aksi kemanusiaan ini 
menjadi bagian dari upaya 
PLN untuk memperkuat hu-
bungan dengan masyarakat 
serta menunjukkan bahwa 
PLN memiliki kepedulian 
sosial yang tinggi terhadap 
lingkungan sekitarnya.*/HJ
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  
 
1. Eko Asiliwiyono, berupa :     

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 1060/Baru tanggal 01/06/2009, LT 173 m² an Eko 
Asiliwiyono, terletak di Jl. Diponegoro, Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp.   1,102,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp.   231,500,000.- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 02 Desember 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id 
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (0811-9868-281 Sdri. Andi Nur 
Imanah M.S. di No. Telp. 0812-4190-3553 dan 081354906266 Sdri. Yuli) 

  
Makassar, 18 November 2025  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Kanigara Banu Sejahtera, berupa : 
Sebidang tanah seluas 7.967 m2 sesuai SHM No. 00007/Louk tanggal 24/05/2021 an. Maylinda Sucipto, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Desa Louk, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 932.100.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 196.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025 

Batas Akhir Penawaran : 02 Desember 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 18 November 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Ryan Relly Wiratama 
Senior Manager 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Permata Bangun Mandiri, berupa : 
a. Dua bidang tanah kosong dengan total luas 26.262 m2 yang dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 938/Maahas tanggal 

28/12/2006 an. Akhirudin seluas 13.648 m2 & SHM No. 939/Maahas tanggal 28/12/2006 an. Akhirudin seluas 12.614 m2 
yang terletak di Jl. Kel. Maahas, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 

 Harga Limit Lelang Rp. 3.020.100.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 635.000.000,- 
 
b. Sebidang tanah seluas 306 m2 sesuai SHM No. 57/Karaton tanggal 02/08/2012 an. Wahdah Husaen yang terletak di Jl. 

Yos Sudarso, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah. 
 Harga Limit Lelang Rp. 948.600.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 200.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025 

Batas Akhir Penawaran : 02 Desember 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 18 November 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Ryan Relly Wiratama 

Senior Manager 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Mohammad Gunarto, berupa : 
Sebidang tanah seluas 85 m2 sesuai SHM No. 00032/Lolu Utara tanggal 06/07/2011 an. Moh. Gunarto, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Komp. Pertokoan, Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kota 
Palu, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 1.572.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 331.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025 

Batas Akhir Penawaran : 02 Desember 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 18 November 2025 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 
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Ryan Relly Wiratama 

Senior Manager 
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PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
PT. Sukses Makmur Sentosa Abadi, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 720 m2 sesuai SHM No. 2125/Tatura tanggal 01/08/1994 an. Benny Chandra, berikut bangunan 

diatasnya yang terletak di Jl. Towua No. 112, Kel. Tatura, Kec. Palu Selatan (dh. Kec. Palu Timur), Kota Palu (dh. Kab. 
Donggala), Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 2.120.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 446.000.000,- 
 

b. Dua bidang tanah dengan total luas 1.452 m2 dalam satu hamparan yang dijual sepaket sesuai SHM No. 1395/Tinggede 
tanggal 07/10/2013 luas 329 m2 an. Benny Chandra & SHM No. 1394/Tinggede tanggal 16/12/2004 luas 1.123 m2 an. 
Benny Chandra, berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Lasaganti, Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 454.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 96.000.000,- 
 

c. Sebidang tanah seluas 249 m2 sesuai SHM No. 02988/Birobuli Utara tanggal 31/12/2013 an. Maxi Dahar, berikut 
bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Ramba Lr.2, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 188.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 40.000.000,- 
 

d. Sebidang tanah seluas 273 m2 sesuai SHM No. 112/Birobuli Selatan tanggal 08/03/2000 an. Maxi Dahar, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Jl. Dewi Sartika Lr.1, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 257.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 54.000.000,- 
 

e. Sebidang tanah seluas 160 m2 sesuai SHM No. 02889/Birobuli Utara tanggal 30/12/2013 an. Maxi Dahar, berikut 
bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Ramba Lr.2, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 74.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 16.000.000,- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025 

Batas Akhir Penawaran : 02 Desember 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 
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Ryan Relly Wiratama 

Senior Manager 

KPKNL Palu 

Dalam operasi tersebut, petugas 
mengamankan sejumlah barang 
bukti berupa tujuh karung sianida, 
2.236 botol obat ayam berbagai me-
rek dan ukuran, serta 720 dus dan 
2 karung pakan ayam. Berdasarkan 
hasil penilaian awal, total nilai 
barang diperkirakan mencapai Rp 
1.009.810.000. Sianida termasuk 
dalam kategori bahan berbahaya 
dan beracun (B3) yang pengimpo-
rannya ke wilayah Indonesia diatur 
secara ketat. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 16 
Tahun 2025 sebagaimana telah di-
ubah dengan Permendag Nomor 37 
Tahun 2025 serta Permendag Nomor 
20 Tahun 2025 yang diubah dengan 

Permendag Nomor 32 Tahun 2025, 
pemasukan bahan berbahaya seperti 
sianida hanya dapat dilakukan oleh 
importir produsen atau importir 
terdaftar bahan berbahaya, dengan 
melengkapi registrasi B3, persetu-
juan impor, serta laporan surveyor.

Sementara itu, obat hewan yang 
ditemukan wajib disertai surat ke-
terangan impor atau special access 
scheme (SAS) sesuai Keputusan 
Kepala BPOM Nomor 456 Tahun 
2023 sebagai pelaksanaan Peratu-
ran BPOM Nomor 28 Tahun 2023 
tentang Pengawasan Pemasukan 
Obat dan Makanan. Adapun pakan 
hewan yang turut diamankan juga 
harus disertai dokumen pelepasan 

Komando Daerah Angkatan Laut (Koarmada) VIII Manado, Kantor 
Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), 
Bea Cukai Manado, serta KSOP Manado menggagalkan penye-
lundupan barang-barang ilegal. Foto: Bea Cukai

Bea Cukai Gagalkan 
Penyelundupan Sianida dan Barang 
Ilegal Senilai Rp1 Miliar di Manado

SULTENG RAYA - Komando Daerah Angkatan Laut 
(Koarmada) VIII Manado, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea 
Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Bea Cukai 
Manado, serta KSOP Manado menggagalkan upaya 
penyelundupan tujuh karung sianida dan beragam 
barang ilegal lainnya senilai Rp 1 miliar asal Filipina. 
Penindakan terjadi pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 
06.00 WITA di Pelabuhan Calaca, Manado.

karantina sebagaimana dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah Nomor 82 Tahun 2000 
tentang Karantina Hewan.

Menindaklanjuti peninda-
kan tersebut, tim gabungan 
menggelar konferensi pers 
pada pukul 13.25 WITA 
di Markas Koarmada VIII, 
Jalan Yos Sudarso No. 1, 
Paal Dua, Manado. Kegi-
atan tersebut dihadiri oleh 
Komandan dan Wakil Ko-
mandan Koarmada VIII, 
Kepala Bidang Penindakan 
dan Penyidikan Kanwil 
Bea Cukai Sulbagtara, serta 
Kepala KSOP Pelabuhan 
Manado.

Secara terpisah, Kepala Bi-

dang Fasilitas Kepabeanan 
dan Cukai Kanwil Bea Cukai 
Sulbagtara, Adeltus Lolok, 
menyampaikan apresiasi 
atas sinergi antarinstan-
si dalam menggagalkan 
penyelundupan tersebut.

“Penindakan ini merupa-
kan hasil koordinasi yang 
solid antara Bea Cukai, 
TNI AL, dan KSOP. Kami 
berkomitmen untuk terus 
memperkuat kerja sama 
lintas instansi guna menjaga 
kedaulatan ekonomi dan 
keamanan perairan Indo-
nesia dari berbagai bentuk 
pelanggaran kepabeanan,” 
ujarnya.

Penindakan ini menjadi 
bukti nyata komitmen bers-
ama antara Bea Cukai, TNI 
Angkatan Laut, dan KSOP 
Manado dalam menjaga 
kedaulatan wilayah serta 
memastikan setiap aktivitas 
perdagangan lintas batas 
berjalan sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku. Siner-
gi antarinstansi diharapkan 
terus diperkuat agar upaya 
pemberantasan penyelun-
dupan di perairan Sulawesi 
Utara dapat berjalan sema-
kin efektif dan berkelan-
jutan.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).
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SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 
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HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

MAHKAMAH Konstitusi (MK) 
pernah berkali-kali berada 
di titik terbawah mereka. 
Muruah MK sebagai benteng 

terakhir penegakan konstitusi sempat hancur 
lebur lantaran perilaku tidak pantas yang 
ditunjukkan sejumlah punggawa mereka, 
baik pimpinan tertinggi maupun para hakim 
konstitusi. Mulai dari tersangkut pidana 
korupsi hingga pelanggaran etik berat.

Untuk soal korupsi, pada Oktober 2013, 
Ketua MK Akil Mochtar ditangkap dan men-
jadi pesakitan KPK karena terbukti menerima 
suap terkait dengan penanganan sejumlah 
kasus sengketa pilkada di MK. Lalu, pada 
Januari 2017, hakim konstitusi Patrialis Akbar 
terjaring operasi tangkap tangan KPK, kali 
ini menyangkut kasus suap upaya judicial 
review UU No 41 Tahun 2014 tentang Peter-
nakan dan Kesehatan Hewan.

Cukup tertatih-tatih MK, ketika itu, untuk 
membangun kembali kepercayaan publik 
yang terjun bebas. Namun, belum juga keper-
cayaan itu terbangun seperti posisi sebelum 
dua kasus korupsi itu menghantam, lembaga 
tersebut kembali terjerembap ke titik nihil. 
Mereka terjerumus persoalan besar terkait 
dengan pelanggaran etik Ketua MK saat itu, 
Anwar Usman.

Itu berawal dari Putusan Perkara Nomor 
90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon 
presiden-calon wakil presiden yang amat 
kontroversial dan sarat konfl ik kepentingan. 
Dari situ publik menilai MK yang mestinya 
steril, nyatanya malah terjebak kepentingan 
politik. Mereka yang seharusnya indepen-
den, justru tampak nyaman berada di bawah 
naungan kekuasaan.

Kepercayaan publik pun kembali runtuh, 
seiring dengan anjloknya muruah, kredi-
bilitas, dan independensi lembaga tersebut 
ke titik terendah. Sekali, apalagi berkali-kali 
kepercayaan itu jatuh, bukan perkara mudah 
bagi MK untuk mengembalikannya. Butuh 
kerja ekstra dari para penghuni gedung ter-
hormat MK untuk mengangkat lagi kinerja 
serta wibawa mereka.

Dua tahun setelah geger Putusan No 
90/2023 itu, harus diakui gerak dan laku MK 
tak lagi banyak melenceng. Mereka cukup 
mampu menjaga jarak dari virus-virus ra-
suah sekaligus menjaga kewarasan konstitusi 
dengan menelurkan sejumlah putusan yang 
bernyali. Mereka cukup progresif melurus-
kan regulasi yang dianggap melenceng, tidak 
seperti dulu saat MK justru kerap melenceng-
kan sesuatu yang sudah lurus.

Sebutlah misalnya Putusan MK Nomor 
60/PUU/XII/2024 yang mengubah am-
bang batas pencalonan partai politik atau 
gabungan partai politik untuk mengusung 
pasangan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, juga putusan Nomor 70/
PUU-XXII/2024 yang menegaskan batas 
usia minimal calon kepala daerah 30 tahun 
terhitung sejak pendaftaran. Kedua putusan 
itu menggagalkan upaya segelintir kelompok 
yang ingin ‘memainkan’ pilkada demi kepen-
tingan mereka.

Contoh lain yang lebih baru ialah putusan 
MK atas uji materi Pasal 23 UU No 39/2008 
tentang Kementerian Negara yang mene-
gaskan wakil menteri sebagaimana menteri 
dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat 
negara lainnya, termasuk komisaris BUMN.

Tak lama setelah itu, MK juga mengabul-
kan uji materi sejumlah pasal dalam UU 
MD3 yang pada intinya mewajibkan DPR 
memenuhi keterwakilan perempuan minimal 
30% dalam jajaran pimpinan alat keleng-
kapan dewan (AKD). Lalu yang teranyar 
ialah putusan MK terkait dengan uji materi 
UU Polri. MK melarang anggota aktif Polri 
menduduki jabatan sipil.

Sejumlah putusan menyegarkan yang 
diambil MK dalam beberapa waktu terakhir 
itu mengindikasikan bahwa mereka kembali 
menunjukkan arah yang progresif. Tren ini 
tentu patut kita apresiasi dan dukung. Kita 
layak menghargai langkah itu sebagai upaya 
MK untuk berbenah dan menguatkan inde-
pendensi mereka.

Akan tetapi, mesti juga kita ingatkan bah-
wa gerak dan keberanian MK itu mesti dijaga 
konsistensi dan persistensinya. Jangan cuma 
hangat-hangat tahi ayam. Konsisten dalam 
langkah progresif, persisten dalam melin-
dungi independensi akan menjadi kunci bagi 
MK untuk menjaga supremasi konstitusi se-
kaligus mengembalikan kepercayaan publik.

Dengan kualitas MK yang seperti itu, mutu 
legislasi juga diharapkan akan terkerek. 
Nantinya, lembaga pembuat undang-un-
dang, yakni pemerintah dan DPR, tak akan 
lagi berani membuat undang-undang tanpa 
melalui proses yang benar karena di seberang 
sana MK sudah siap untuk mematahkan-
nya.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Penghormatan Negara untuk Soeharto 
Menghadirkan Harapan Baru dalam Narasi Sejarah
PENGHORMATAN negara terhadap Presiden 
ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. 
Soeharto, melalui proses pengajuan gelar Pahla-
wan Nasional kembali menegaskan bahwa 
bangsa ini semakin dewasa dalam menghar-
gai perjalanan sejarahnya. Langkah ini bukan 
sekadar keputusan administratif, tetapi bagian 
dari proses panjang untuk memberikan tempat 
yang layak bagi tokoh yang telah mengabdikan 
hidupnya kepada pembangunan Indonesia. Pe-
merintah menunjukkan komitmen kuat untuk 
menilai warisan kepemimpinan dengan cara 
yang objektif, berimbang, dan berlandaskan 
kepentingan bangsa.

KETUA Umum 
Barisan Relawan 
Jalan Perubahan 
(Bara JP), Willem 

Frans Ansanay, memandang 
dukungan terhadap pen-
gajuan gelar tersebut sebagai 
bentuk kematangan kolektif 
dalam memahami sejarah. Ia 
menilai bahwa bangsa yang 
besar tidak boleh terjebak 
pada perdebatan yang men-
guras energi, tetapi harus 
mampu menilai tokohnya 
secara menyeluruh. 

Dalam pandangan Bara JP, 
Soeharto telah memberikan 
fondasi kuat bagi pemban-
gunan Indonesia, baik pada 
sektor ekonomi maupun sta-
bilitas nasional. Kontribusi 
besar ini menjadi alasan uta-
ma mengapa penghormatan 
negara dianggap tepat dan 
pantas diberikan.

Bara JP juga menyoroti 
keberhasilan Soeharto dalam 
menyatukan wilayah-wilayah 
Nusantara melalui pemban-
gunan infrastruktur skala 
besar yang membuka ko-
nektivitas dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi di 
berbagai daerah. Keberhasi-
lan menjaga stabilitas politik 
dalam waktu panjang juga 
dinilai menjadi faktor penting 
yang memungkinkan pemer-
intah menjalankan program 
pembangunan secara kon-
sisten. 

Di masa kepemimpinan 
Soeharto pula, Indonesia per-
nah mencapai swasembada 
beras yang menjadi tonggak 
ketahanan pangan nasional. 
Semua capaian itu dianggap 
sebagai warisan monumental 
yang memberikan manfaat 
bagi rakyat hingga saat ini.

Dari perspektif parlemen, 
anggota DPR RI, Danang 
Wicaksana Sulistya, mem-
berikan pandangan yang 
selaras. Ia menilai bahwa 
penghormatan kepada Soe-
harto maupun Presiden ke-4 
Abdurrahman Wahid me-
rupakan bentuk keadilan se-
jarah. Baginya, menilai masa 
lalu harus dilakukan dengan 
pikiran jernih dan kemampu-
an melihat kontribusi nyata, 
bukan dipengaruhi perbe-
daan pandangan politik. 

Danang juga menekankan 
bahwa kedua tokoh tersebut 
memiliki peran besar dalam 
kemajuan Indonesia, sehingga 
layak dihargai dalam kerang-
ka yang objektif. Sudut pan-
dang ini memperkuat bahwa 
proses penetapan gelar bukan 
sekadar keputusan simbolik, 
tetapi bentuk penghormatan 
negara kepada para pemim-
pin yang telah menjalankan 
amanah besar.

Pandangan serupa hadir 
dari kalangan pesantren mel-
alui Pengasuh Pondok Pesan-
tren Darus Syifa YASPIDA 
Sukabumi, Kyai E. S. Muba-
rok. Ia mengingatkan bahwa 
tidak ada pemimpin yang 
sempurna, namun dedikasi 
Soeharto dalam menjaga sta-
bilitas, membangun ekonomi, 
dan memperkuat kehidupan 
umat tidak dapat dihapus dari 
lembar sejarah bangsa. 

Mubarok melihat bahwa 
Soeharto bukan hanya bekerja 
dalam aspek pemerintahan, 
tetapi juga memberikan ruang 
luas bagi berkembangnya 
dakwah Islam dan pendidikan 
keagamaan. Baginya, kontri-

busi seperti ini tidak hanya 
bernilai bagi masyarakat saat 
itu, tetapi juga menjadi pon-
dasi moral dan sosial bagi 
generasi penerus.

Mubarok juga menilai bah-
wa kepemimpinan Soehar-
to mencerminkan nilai-nilai 
dasar Islam tentang penting-
nya menjaga persatuan, ke-
tertiban, dan kemaslahatan 
bersama. Ia melihat bahwa 
kebijakan Soeharto dalam 
memperkuat lembaga keaga-
maan telah memberikan man-
faat yang masih dirasakan 
hingga kini. Dengan cara pan-
dang tersebut, ia mendorong 
generasi muda, termasuk 
para santri, untuk mengam-
bil pelajaran dari kerja keras 
dan disiplin Soeharto dalam 
membangun negara.

Dalam konteks nasional, 
langkah pemerintah meng-
akui warisan Soeharto men-
unjukkan upaya serius untuk 
menyatukan kembali pan-
dangan masyarakat terhadap 
sejarah bangsa. Penghormatan 
negara bukan berarti menu-
tup mata terhadap dinamika 
masa lalu, tetapi menegaskan 
bahwa penilaian sejarah harus 
ditempatkan dalam konteks 
pembangunan jangka pan-
jang. Pemerintah memberikan 
teladan bahwa objektivitas 
adalah fondasi utama dalam 
memahami perjalanan negara, 
sekaligus membuka ruang 
lebih luas agar generasi muda 
mempelajari sejarah secara 
adil dan komprehensif.

Proses pengajuan gelar ini 
juga memberi harapan baru 
dalam narasi sejarah Indone-
sia, bahwa bangsa ini mam-

pu melampaui perdebatan 
berkepanjangan dan memilih 
untuk menghargai kontribusi 
para pemimpinnya. Semangat 
itu sejalan dengan prinsip 
menjaga martabat leluhur, 
di mana jasa para pendahulu 
dihormati sebagai bagian 
dari identitas bangsa. Melalui 
penghormatan negara kepada 
Soeharto, pemerintah mene-
gaskan bahwa pembangunan 
nasional selalu berdiri di atas 
pondasi yang dibangun gene-
rasi sebelumnya.

Keseluruhan dukungan 
dari berbagai lapisan masy-
arakat—baik organisasi rela-
wan, tokoh legislatif, maupun 
pemimpin pesantren—men-
unjukkan bahwa langkah ini 
diterima sebagai bagian pen-
ting dari perjalanan bangsa 
menuju rekonsiliasi sejarah. 
Pemerintah hadir sebagai 
penghubung antara masa lalu 
dan masa depan, memastikan 
bahwa setiap kontribusi be-
sar diberi tempat terhormat 
sesuai nilai-nilai kebangsaan.

Dengan demikian, peng-
hormatan negara kepada 
Soeharto bukan hanya pen-
gakuan simbolik, tetapi juga 
penguatan narasi bahwa In-
donesia adalah bangsa yang 
menghargai pengabdian dan 
menempatkan sejarah sebagai 
bagian penting dari pijakan 
masa depan. Langkah ini 
menghadirkan harapan baru, 
bahwa pemahaman sejarah 
yang matang akan membawa 
bangsa lebih bersatu, lebih 
kuat, dan lebih siap meng-
hadapi tantangan zaman. 
)* Penulis adalah kontributor 
Pertiwi institute 

OLEH : AGRA HERMAWAN )*

MK di Jalur 
Progresif

PENINGKATAN 
ini berjalan seiring 
dengan pertamba-
han jumlah pen-

duduk dan pola konsumsi 
warga kota yang semakin 
beragam. Angka ini mencer-
minkan tekanan signifikan 
terhadap sistem pengelolaan 
sampah dan kualitas ling-
kungan kota secara kese-
luruhan. Di balik angka terse-
but juga tersimpan tantangan 
multidimensi, bukan hanya 
teknis-operasional, tetapi 
juga sosial-kultural.

Komposisi sampah Kota 
Palu memperlihatkan bah-
wa sebagian besar sampah 
bersifat organik, baik pada 
rumah tangga (70,96%) mau-
pun pada sektor nonrumah 
tangga (43%). Komposisi ini 
menunjukkan bahwa kota 
Palu sesungguhnya memiliki 
peluang besar untuk mengu-
rangi sampah sejak dari sum-

bernya melalui pembentukan 
TPS3R atau pengomposan dan 
pemanfaatan kembali bahan 
organik. Namun, peluang ini 
hanya dapat terwujud apabi-
la terdapat kemauan warga 
untuk berubah dan berperi-
laku baik dalam pengelolaan 
sampah.

Dalam kajian perilaku (be-
havioral studies), perubahan 
tindakan tidak semata-mata 
dipengaruhi oleh pengetahu-
an atau informasi, tetapi oleh 
faktor internal berupa motif, 
preferensi, dan hasrat. Warga 
kota Palu secara umum me-
mahami bahwa membuang 
sampah sembarangan adalah 
tindakan yang kurang benar. 
Namun, pemahaman tersebut 
tidak otomatis bertransforma-
si menjadi perilaku yang kon-
sisten. Hal ini menunjukkan 
adanya jarak antara kesadaran 
dan hasrat untuk berperilaku 
bersih.

OLEH : KASMAN JAYA SAAD

Mendidik Hasrat Kolektif Dalam 
Pengelolaan Sampah di Kota Palu

KOTA Palu merupakan pusat pertumbuhan 
ekonomi, sosial, dan pendidikan di Sulawesi 
Tengah. Pertumbuhan ini menciptakan dinami-
ka baru dalam kehidupan masyarakat, mening-
katkan mobilitas penduduk, intensitas kegiatan 
ekonomi, serta pola konsumsi yang semakin 
kompleks. Dalam konteks perkembangan terse-
but, salah satu tantangan utama yang muncul 
adalah meningkatnya timbulan sampah harian. 
Pada tahun 2024, data DLH Kota Palu menye-
butkan bahwa timbulan sampah mencapai 
526,97 meter kubik per hari.  

Pendekatan akademik men-
genai perubahan perilaku 
menyatakan bahwa edukasi 
efektif tidak cukup berhenti 
pada penyampaian informasi. 
Perlu ada upaya sistematis un-
tuk mendidik hasrat kolektif 
(collective desire) agar warga 
kota memiliki kecenderun-
gan internal untuk menjaga 
ruang hidupnya. Hasrat ini 
terbentuk melalui proses ke-
teladanan sosial, lingkungan 
fi sik yang terjaga dan insentif 
moral yang mendorong peri-
laku positif.

Keteladanan sosial berperan 
penting dalam  mendorong 
lahirnya warga kota yang 
meniru tokoh yang mendapat 
legitimasi sosial, terutama 
dari tokoh masyarakat, pe-
mimpin komunitas, guru, dan 
aparat pemerintah. Ketika 
tokoh-tokoh ini secara kon-
sisten menampilkan perilaku 
pengelolaan sampah yang 
baik, muncul tekanan sosial 
positif yang mendorong imi-
tasi dalam perilaku baik itu.

Dan apa yang disaksikan 
saat ini di Kota Palu, tum-
buh baik banyak taman kota 
yang terjaga kebersihannya 
juga memberi pengaruh kuat 
terhadap pembentukan kebia-
saan warga kota. Lingkungan 
fi sik seperti ruang publik yang 
bersih, rapi, dan terstruktur 
memberikan pesan simbolik 
bahwa kebersihan adalah 
norma bersama. Dalam teori 
psikologi lingkungan, kon-
disi fi sik yang terjaga dapat 
mengurangi kecenderungan 
perilaku antisosial, termasuk 
membuang sampah semba-

rangan. Dengan demikian, 
lingkungan fisik atau infra-
struktur fisik bukan hanya 
alat, tetapi bagian dari stra-
tegi pembentukan kebiasaan. 
Lingkungan yang bersih me-
lahirkan perilaku bersih.

Dan terpenting pula adalah 
internalisasi nilai budaya dan 
religius dalam warga kota. 
Nilai budaya dan religius 
dapat menguatkan interna-
lisasi norma kebersihan. Di 
banyak masyarakat, termasuk 
warga kota Palu, kebersihan 
tidak hanya dipandang se-
bagai aspek kesehatan tetapi 
juga sebagai nilai moral. Inte-
grasi pesan-pesan lingkungan 
dalam pendidikan formal, ka-
jian keagamaan, dan kegiatan 
adat dapat memperkuat rasa 
tanggung jawab kolektif ini 
ditengah warga kota.

Dengan demikian, upaya 
membangun budaya penge-
lolaan sampah di Kota Palu 
tidak cukup berfokus pada 
peningkatan infrastruktur 
atau penegakan regulasi saja. 

Intervensi yang lebih men-
dalam perlu diarahkan pada 
pembentukan hasrat kolektif 
masyarakat untuk merawat 
kebersihan kotanya. Ketika 
hasrat itu tumbuh, ketika 
warga merasa memiliki kota 
ini, merasa bertanggung ja-
wab atas kebersihannya, maka 
berbagai inovasi dan program 
pengelolaan sampah akan 
lebih mudah diimplementa-
sikan dan akan berkelanjutan.

Akhirnya, masalah sampah 
bukan hanya persoalan teknis, 
tetapi persoalan pembentukan 
kualitas warga kota. Keberha-
silan pengelolaan sampah di 
Kota Palu pada dasarnya ber-
gantung pada seberapa jauh 
masyarakat menginternalisasi 
nilai kebersihan sebagai bagi-
an dari identitas kolektifnya. 
Bila hasrat itu berhasil dididik 
dan ditumbuhkan, maka Palu 
tidak hanya menjadi kota 
yang bersih, tetapi juga kota 
yang beradab dan berkelan-
jutan. Semoga. Penulis:Dosen 
Unisa Palu
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Holding Ultra Mikro BRI Salurkan 
Pembiayaan Rp632 Triliun ke 34,5 Juta Debitur

SULTENG RAYA - Direktur Jen-
deral Industri Kimia, Farmasi, dan 
Tekstil Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) Taufiek Bawazier 
menekankan capaian ekspor pe-
rusahaan farmasi dan kosmetik 
Indonesia menunjukkan penguatan 
daya saing nasional di pasar dunia. 

Ia menilai, jangkauan ekspor yang 
makin luas menjadi indikator keper-
cayaan global terhadap standar dan 
inovasi produk dalam negeri.

Taufiek menyampaikan penegasan 
tersebut di sela Pameran Indonesia 
Pharmaceutical and Cosmetics for 
Sustainability 2025 yang berlangsung 
pada 12–14 November 2025 di Plaza 
Industri. Menurutnya, produk far-
masi, kosmetik, dan perawatan diri 
dari Indonesia diterima pasar 

“Keberhasilan ekspor ini adalah 
validasi atas standar kualitas tinggi 
dan inovasi,” kata Taufiek, dikutip 
Senin (17/11/2025).

Ia menilai performa ekspor ter-
jadi merata di berbagai kelompok 
produk, mulai perawatan diri, 
kosmetik, obat-obatan, suplemen 
kesehatan, hingga bahan baku se-
perti minyak atsiri. Perusahaan na-
sional juga berhasil memanfaatkan 
karakteristik pasar di Asia, Afrika, 
Eropa, Amerika, dan Oseania untuk 
memperluas jangkauan distribusi.

PT Prioritas Jaya Indonesia men-
jadi salah satu produsen yang men-
catatkan penetrasi pasar dengan 
varian sabun pepaya merek Jinzu 
dan Thai ke Brunei Darussalam, 
Malaysia, Filipina, Nigeria, dan 
Kepulauan Pasifik. Perusahaan 
serupa juga menembus pasar par-
fum melalui merek Honor dan 
Vlagio di Malaysia dan Filipina. 
PT Malidas Sterilindo memperkuat 
pasar regional dengan ekspor sabun 
mandi dan sampo merek d’orzu ke 
Malaysia, sedangkan PT Gemma 

Natura Lestari berhasil mengirim 
produk merek Shumi ke Jepang dan 
Secrets ke Nigeria.

Kekuatan manufaktur Indonesia 
tampak pada pabrik berskala glo-
bal seperti PT Yasulor Indonesia 
(L’Oréal) yang mendedikasikan 
60 persen kapasitas produksinya 
untuk ekspor. Produknya telah be-
redar di hampir 20 negara, termasuk 
kawasan ASEAN, Uni Emirat Arab, 
Pakistan, Australia, Korea, dan 
Afrika Selatan. Unilever Indonesia 
turut memperluas distribusi dengan 
mengirim beragam produk ke 22 
negara.

Di sektor farmasi, PT Darya-Va-
ria Laboratoria Tbk mencatatkan 
ekspor ke Filipina, Hong Kong, dan 
Uni Emirat Arab. PT Indofarma Tbk 
mengirim enam produk obat ke Af-
ghanistan, tiga produk ke Singapu-
ra, dan dua produk ke Kamboja. PT 
Phapros memperluas pasar melalui 
ekspor produk obat dan suplemen 
ke Timor Leste, Peru, dan Kamboja.

Grup besar seperti Dexa Group 
memiliki jangkauan ekspor yang 
meluas hingga Eropa, Amerika 
Utara, Asia Tenggara, dan Afrika. 
PT Konimex memperkuat posi-
sinya melalui pengiriman berbagai 
produk ke Malaysia, Brunei Darus-
salam, Vietnam, Kamboja, China, 
Jepang, Arab Saudi, dan Kanada. 
Produk herbal juga mendapat tem-
pat di pasar global, salah satunya 
PT Setia Kawan Abadi yang men-
gekspor Golden Koffie dan Go-Slim 
ke Nigeria serta Pinoy Jamu Booster 
dan Integra ke Filipina.

Produk minyak atsiri Indonesia 
pun diminati berbagai negara. PT 
Sinkona Indonesia Lestari telah 
mengirim minyak nilam, minyak se-
reh wangi, dan minyak pala sebagai 
bahan baku kosmetik ke berbagai 
kawasan.(*/RHT)

Produk Farmasi dan 
Kosmetik Indonesia 

Menguat di Panggung Global

MIKROPLASTIK (ilustrasi). Partikel-partikel plastik berukuran sangat kecil yang 
tak kasat mata ini kini telah mencemari udara, termasuk di dalam ruangan, dan 
berpotensi masuk ke saluran napas bawah. FOTO: FREEPIK

SULTENG RAYA - Keha-
diran Holding Ultra Mikro 
(UMi) yang terdiri dari PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk (BRI) sebagai in-
duk bersama PT Pegadaian, 
dan PT Permodalan Nasi-

onal Madani (PNM) terus 
memperkuat literasi serta 
inklusi keuangan formal di 
tengah masyarakat. 

Holding UMi hadir seba-
gai solusi akses permodalan 
yang lebih mudah, cepat, 

dan lengkap bagi pelaku 
usaha mikro maupun ultra 
mikro di seluruh Indonesia.

Tercatat, hingga Septem-
ber 2025, sinergi ketiga en-
titas tersebut telah meny-
entuh 34,5 juta debitur aktif 

ILUSTRASI UMKM pengakses ultra mikro BRI menjalankan usahanya. FOTO: DOK. BRI

di seluruh Indonesia. Dari 
sisi pembiayaan, total pen-
yaluran tercatat mencapai 
Rp632,1 triliun, dengan total 
simpanan mikro mencapai 
lebih dari 185 juta rekening. 

Direktur Micro BRI, Ak-
hmad Purwakajaya mene-
gaskan, pada segmen mikro 
– BRI terus melakukan busi-
ness process reengineering 
untuk meningkatkan pro-
duktivitas dan efisiensi la-
yanan. 

“Langkah-langkah ini 
mencakup redesain peran 
mantri mikro, peningkatan 
kemampuan Relationship 
Manager (RM), serta op-
timalisasi pipeline digital 

melalui BRIspot,” katanya 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, 
Senin (17/11/2025). 

Lebih jauh, Akhmad men-
jelaskan bahwa keberadaan 
Holding UMi pun terbukti 
meningkatkan inklusi dan 
literasi dalam ekosistem 
layanan bullion atau bank 
emas, dimana hingga akhir 
September 2025 Holding 
UMi tercatat memiliki 3,8 
juta nasabah dengan total 
simpanan emas mencapai 
13,7 ton atau tumbuh 66,9% 
YoY. Layanan bullion dan 
aplikasi digital Tring dari 
Pegadaian juga turut mem-
perkuat posisi BRI Group 

dalam ekosistem emas na-
sional.

S e l a n j u t n y a ,  d a l a m 
memperluas jangkauan 
dan menghadirkan layanan 
yang lebih dekat dengan 
masyarakat, Holding UMi 
mengoptimalkan jaringan 
layanan yang luas yang 
mencakup lebih dari 15 
ribu outlet fisik, 1.035 outlet 
SenyuM (Sentra Layanan 
Ultra Mikro), 1,2 juta Agen-
BRILink, 687 ribu e-channel 
BRI, hingga 79 ribu tenaga 
pemasar dan financial ad-
visor dari BRI, Pegadaian 
dan PNM yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Seba-
gaimana diketahui, selain 

memberikan akses per-
modalan dan memperluas 
akses ekosistem emas, Hol-
ding UMi juga secara aktif 
mendampingi pelaku usaha 
mikro agar mampu naik 
kelas dan berdaya saing. 
Pendampingan tersebut 
dijalankan melalui berbagai 
program pemberdayaan 
berkelanjutan, antara lain 
Rumah BUMN, Desa BRI-
LiaN, dan Klaster Usaha.  

Dengan ekosistem yang 
semakin solid, inklusif, dan 
berkelanjutan, Holding UMi 
optimistis dapat terus menja-
di pendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional yang ber-
basis kerakyatan. RHT

SULTENG RAYA - Bank 
Mandiri  membukukan 
pendapatan berbasis ko-
misi (fee based income) dari 
layanan digital secara bank 
only sebesar Rp 5,48 triliun 
hingga September 2025. 
Nilai tersebut tumbuh 13,3 
persen secara tahunan dari 
posisi Rp 4,84 triliun pada 
periode yang sama tahun 
sebelumnya.

Corporate Secretary Bank 
Mandiri, M Ashidiq Iswara, 
menjelaskan kenaikan ini 
merupakan hasil sinergi 
transformasi digital dan 
penguatan ekosistem lay-
anan keuangan. Menurut 
dia, tiga platform utama 
perseroan menjadi motor 
akselerasi digital perseroan. 

“ P e r t u m b u h a n 
pendapatan digital ini men-
cerminkan kepercayaan 
masyarakat terhadap lay-
anan digital Bank Mandiri. 
Melalui Livin’, Kopra, dan 
Livin’ Merchant, kami tidak 
hanya menghadirkan ke-
mudahan transaksi, tetapi 
juga menciptakan nilai tam-
bah bagi nasabah, pelaku 
usaha, dan mengakselerasi 
inklusivitas perekonomi-
an nasional,” ungkapnya 
dalam keterangan dikutip 
Ahad (16/11/2025).

Livin’ by Mandiri yang 
menyasar nasabah ritel kini 
telah digunakan lebih dari 
34,5 juta pengguna hingga 
September 2025. Angka 
tersebut naik 26,5 persen 
secara tahunan dengan 
frekuensi transaksi 4,54 
miliar kali atau tumbuh 
27,9 persen. 

Pada periode yang sama, 
nilai transaksi Livin’ by 
Mandiri mencapai Rp 4.257 

Transformasi digital 
juga mendorong pertum-
buhan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) bank only Bank 
Mandiri yang mencapai 
Rp 1.487 triliun hingga 
akhir kuartal III 2025. Ang-
ka itu tumbuh 12,3 persen 
secara tahunan.

Dari total DPK tersebut, 
komposisi dana murah 
(current account and saving 
account/CASA) tetap men-
dominasi 73,1 persen. Per-
seroan menyebut dominasi 
dana murah menunjuk-
kan digitalisasi membantu 

menjaga efisiensi biaya 
dana dan likuiditas.

“Digitalisasi bukan lagi 
sekadar pendukung, me-
lainkan menjadi inti dari 
s trategi  pertumbuhan 
Bank Mandiri. Kami ber-
komitmen menghadirkan 
layanan komprehensif bagi 
nasabah, memperkuat ek-
onomi kerakyatan, serta 
menjadi bagian dari siner-
gi besar untuk mewujud-
kan Asta Cita Pemerintah 
dalam membangun eko-
nomi inklusif dan berdaya 
saing,” katanya. ROL

triliun. Nilai tersebut me-
ningkat 10,4 persen diban-
dingkan periode yang sama 
tahun lalu.

Kehadiran Livin’ juga 
mendorong pergeseran 
pembukaan rekening baru 
ke kanal digital. Bank 
mencatat lebih dari 91 
persen pembukaan reke-
ning kini dilakukan secara 
digital melalui aplikasi 
tersebut.

Tak hanya untuk ritel, 
Bank Mandiri memperluas 
dukungan ke pelaku usaha 
melalui Livin’ Merchant. 
Platform ini mencatat seki-
tar 3 juta merchant, tumbuh 
35 persen secara tahunan.

“Livin’ Merchant kami 
hadirkan sebagai solusi 
digital yang memperkuat 
daya saing pelaku usaha 
kecil dan menengah. Den-
gan sistem pembayaran 
dan pencatatan transaksi 
yang terintegrasi, kami 
ingin memastikan UMKM 
dapat tumbuh secara pro-
duktif dan berkelanjutan,” 
tambahnya.

Di segmen korporasi, 
Kopra by Mandiri men-
jadi kanal utama ekosis-
tem digital bisnis nasional. 
Hingga September 2025, 
nilai transaksi Kopra terca-
tat Rp 25.980 triliun, naik 
21,5 persen secara tahunan 
dengan volume 1,45 miliar 
transaksi.

Melalui pemanfaatan 
ekosistem digital tersebut, 
saldo giro korporasi secara 
bank only meningkat men-
jadi Rp 564,5 triliun. Ke-
naikan ini mencerminkan 
kepercayaan dunia usaha 
terhadap layanan digital 
Bank Mandiri.

PELAYANAN di Bank Mandiri. FOTO: ISTIMEWA

Pendapatan Fee Layanan 
Digital Bank Mandiri 

Tembus Rp5,48 Triliun
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PT GNI terhadap keseim-
bangan lingkungan sekitar.

“Penanganan banjir di 
area sekolah merupakan 
langkah penting agar ling-
kungan belajar tetap aman. 
Kami ingin memastikan 
bahwa anak-anak dapat be-
lajar dengan nyaman tanpa 
terganggu oleh kondisi 
cuaca maupun kerentanan 
l ingkungan,” ujar  Sun 
Gang, Deputi Departemen 

Hubungan Masyarakat 
(Emergency) PT GNI.

Melalui dukungan fa-
silitas timbunan ini, ak-
ses sekolah menjadi lebih 
baik serta area kegiatan 
siswa lebih luas. Upaya 
ini sekaligus memperkuat 
infrastruktur pendidikan 
sebagai bagian dari pem-
bangunan jangka panjang 
di Morowali Utara.

Kepala Sekolah SMPN 

3 Bunta, Tendelino La-
bunga,  menyampaikan 
apresiasi atas perhatian PT 
GNI. “Semoga bantuan ini 
menjadi keberlanjutan dari 
kerja sama jangka panjang 
dalam membangun pen-
didikan yang lebih baik 
bagi generasi muda kita di 
Morowali Utara.” ujarnya, 
Senin (17/11/2025).

PT GNI berharap lang-
kah ini dapat memberi 

manfaat langsung bagi 
siswa dan guru, sekaligus 
menciptakan lingkungan 
belajar yang lebih berku-
alitas. Dengan kolaborasi 
antara dunia industri dan 
lembaga pendidikan, Mo-
rowali Utara diharapkan 
mampu mencetak sumber 
daya manusia yang ung-
gul, sadar lingkungan, dan 
siap menghadapi masa 
depan.*VAN

untuk mewujudkan peme-
rataan energi bagi masya-
rakat dengan peningkatan 
keandalan dan keamanan 
sistem kelistrikan melalui 
penertiban dan pemasangan 
meteran listrik.

Dalam rangka membe-
rikan kepastian dan rasa 
aman kepada masyarakat 
terkait proses yang akan 
berjalan untuk peningkatan 
pelayanan kelistrikan, di-
laksanakan sosialisasi yang 
dihadiri oleh Bupati Luwu 
Timur, Irwan Bachri Syam 
serta masyarakat Desa Soro-
wako Dusun Tapuondau, 
Malindungi, dan Lamoare, 
berlangsung di Gedung 
Matano Player Sorowako, 
Sabtu (15/11/2025).

Melalui sosialisasi terse-

but, masyarakat diberikan 
penjelasan terkait rencana 
pemasangan meteran listrik 
dalam rangka meningkat-
kan keandalan sistem kelis-
trikan yang akan dilakukan 
oleh PLN di tiga dusun 
di Desa Sorowako, yaitu 
Tapuondau, Malindungi, 
dan Lamoare. Selain itu, 
dibuka juga booth untuk 
menakomodasi masyarakat 
melakukan pendaftaran 
pemasangan meteran listrik. 

Selanjutnya, sosialisasi 
tersebut juga menjadi mo-
mentum untuk memberikan 
kepastian kepada masya-
rakat bahwa suplai listrik 
akan tetap stabil selama 
pemasangan meteran listrik 
dilakukan di rumah-rumah.

Head of External Relation 

Sorowako and Outer Area PT 
Vale Indonesia, Yusri Yunus 
mengungkapkan, perusa-
haan memahami kebutu-
han masyarakat terhadap 
kestabilan sistem kelistrikan 
untuk mendukung kelan-
caran aktivitas sehari-hari. 
Komitmen perusahaan adalah 
turut berkontribusi dengan 
memberikan ketenangan ke-
pada masyarakat melalui 
peningkatan keandalan sistem 
kelistrikan yang didistribusi-
kan ke rumah-rumah warga 
sehingga kebutuhan listrik da-
pat terpenuhi dengan aman.

“Komitmen kami untuk 
menjalankan operasional 
pertambangan dengan tetap 
mengedepankan prinsip ke-
pedulian terhadap lingkun-
gan dan masyarakat. Kami 

berharap langkah kecil yang 
kami lakukan membawa 
manfaat luas. Dukungan pe-
masangan meteran listrik ini 
menjadi bagian dari wujud 
komitmen safety kami un-
tuk memastikan masyarakat 
menikmati pasokan listrik 
yang stabil dan aman,” ung-
kap Yusri Yunus, usai meng-
hadiri kegiatan sosialisasi.

Inisiatif maupun kontri-
busi pada aspek keselama-
tan menjadi komitmen yang 
terus dijaga baik oleh pe-
rusahaan. Pemasangan me-
teran listrik menjadi solusi 
nyata untuk meningkatkan 
keandalan dan keamanan 
sistem kelistrikan yang di-
harapkan turut andil dalam 
peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. RHT

yang sekaligus mempere-
butkan Piala Bupati Parigi 
Moutong. Pertandingan 
resmi akan dimulai pada 
Jumat, 21 November 2025.

Namun, semarak kom-
petisi sudah terasa sejak 
sehari sebelumnya. Pada 
Kamis, 20 November 2025, 
pembukaan Liga 4 akan 
digelar bersamaan dengan 
Pembukaan Pekan Olah-
raga Kabupaten (Porkab) 
VI Parigi Moutong. Acara 
itu akan diramaikan den-
gan laga eksebisi antara 
kesebelasan Jurnalis Pa-
rigi dan ASN Parigi Mou-
tong, menjadi pemanasan 
yang menandai dimulai-
nya rangkaian kompetisi 
tahun ini.

Ketua Asosiasi Kabu-
paten (Askab) PSSI Parigi 
Moutong, Efendi Batjo, 
menegaskan bahwa Liga 
4 bukan hanya sekadar 
kompetisi antar klub, me-
lainkan juga panggung 
penting untuk mencari 
talenta muda terbaik dae-
rah. 

Para pemain terpilih 
akan diproyeksikan mem-
perkuat kontingen Pa-
rigi Moutong pada Pekan 
Olahraga Provinsi (Por-
prov) Sulawesi Tengah 
tahun 2026 di Morowali.

“Oleh karena itu saya 
berharap para pelatih 

memberi ruang kepada 
pemain kelahiran 2007–
2008 agar dapat diseleksi 
pada Porprov tahun de-
pan. Kami telah menyiap-
kan tim talent scouting 
untuk melakukan peman-
tauan sejak pertandingan 
pertama,” ujar Efendi 
saat memimpin technical 
meeting Liga 4 Zona I di 
kantor Desa Baliara, Senin 
(17/11/2025).

Efendi  menje laskan 
bahwa untuk Porprov, 
pemain yang digunakan 
adalah kelahiran 2007–
2008. Sementara untuk 
Liga 4, klub dapat menu-
runkan pemain kelahiran 
2003–2008 ditambah tujuh 
pemain senior.

Ia menambahkan, juara 
Liga 4 tingkat kabupaten 
tahun ini berhak melanjut-
kan perjuangan di tingkat 
provinsi, membawa nama 
Parigi Moutong ke kom-
petisi yang lebih tinggi.

Di hadapan para pelatih 
dan manajer, Efendi kem-
bali menegaskan penting-
nya menjaga sportifitas. 

“Junjung tinggi spor-
tifitas jangan hanya jadi 
simbol. Ketika tim kalah, 
terima hasilnya dengan 
lapang dada,” tegasnya.

Technical meeting juga 
menghas i lkan  se jum-
lah keputusan penting, 

termasuk pengundian 
grup, penetapan jadwal 
pertandingan, serta pe-
negasan aturan-aturan 
sesuai regulasi PSSI. Salah 
satu aturan yang menjadi 
perhatian adalah kedi-
siplinan waktu. Kick off 
pertandingan ditetapkan 
pukul 15.45 WITA. Kese-
belasan yang terlambat 15 
menit dari waktu tersebut 
akan dinyatakan terting-
gal satu gol, sementara 
keterlambatan 30 menit 
berpotensi berujung ke-
kalahan WO.

Meski demikian, panitia 
tetap memberikan ruang 
kebijaksanaan apabila 
keterlambatan disebabkan 
keadaan darurat seperti 
ban bocor, kendaraan mo-
gok, atau kondisi lain yang 
dapat dibenarkan melalui 
komunikasi langsung, ter-
masuk video call dengan 
panitia pertandingan.

Dengan seluruh kesia-
pan yang telah matang, 
Liga 4 Piala Bupati Parigi 
Moutong diharapkan ti-
dak hanya menjadi hibu-
ran bagi pecinta sepak-
bola daerah, tetapi juga 
menjadi ajang pencarian 
bintang masa depan yang 
akan membawa harum 
nama Parigi Moutong di 
tingkat provinsi hingga 
nasional. AJI

hingga 30 November 2025. 
Kegiatan ini dipimpin 

langsung oleh Kapolres 
Parigi Moutong, AKBP Dr. 
Hendrawan A.N, SIK, MH.

Dalam amanatnya, Ka-
polres menyampaikan 
bahwa pelaksanaan ope-
rasi tahun ini menjadi 
momentum penting bagi 
Polri untuk semakin me-
ningkatkan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas 
(Kamseltibcarlantas), teru-
tama menjelang Operasi 
Lilin 2025.

Kapolres menjelaskan 
bahwa pada pelaksanaan 
Operasi Zebra Tinombala 
2024, jajaran Polda Su-
lawesi Tengah berhasil 
menekan angka kecelak-
aan lalu lintas dari 35 ka-
sus pada 2023 menjadi 33 
kasus di tahun 2024, atau 
terjadi penurunan sebesar 
6 persen. Meski demikian, 
jumlah korban meninggal 
dunia justru meningkat, 
dari 12 orang menjadi 15 
orang, atau naik sebesar 
25 persen.

“Data ini menjadi per-
hatian serius kita semua. 
Penurunan jumlah kasus 
memang positif, namun 
meningkatnya korban 

meninggal tentu menjadi 
tantangan yang harus kita 
jawab dengan kerja lebih 
maksimal, profesional, dan 
humanis,” tegas Kapolres.

Operasi Zebra Tinomba-
la tahun 2025 mengusung 
tema “Terwujudnya Kam-
seltibcarlantas yang Aman, 
Nyaman dan Selamat Men-
jelang Pelaksanaan Ope-
rasi Lilin 2025”. Sebanyak 
728 personel dikerahkan 
di seluruh jajaran Polda 
Sulteng, termasuk Polres 
Parigi Moutong, dengan 
mengedepankan langkah 
edukatif, persuasif, dan 
humanis, serta penegakan 
hukum berbasis teknologi 
melalui ETLE statis mau-
pun mobile.

Kapolres menegaskan 
bahwa prioritas penin-
dakan pada operasi ta-
hun ini mencakup tiga 
jenis pelanggaran utama, 
yakni Pengendara di ba-
wah umur, berboncengan 
lebih dari satu orang, serta 
menggunakan ponsel saat 
berkendara.

Pengendara  sepeda 
motor yang tidak meng-
gunakan helm SNI dan 
pengemudi yang tidak 
mengenakan sabuk kesela-
matan. Kendaraan dengan 

knalpot bogar, pengemudi 
melebihi batas kecepatan, 
serta pengendara dalam 
pengaruh alkohol.

Kapolres juga memberi-
kan sejumlah penekanan 
penting kepada seluruh 
personel yang terlibat. Ia 
mengingatkan agar operasi 
dilaksanakan dengan tulus 
dan ikhlas, menganggap 
tugas sebagai ladang iba-
dah, serta mengedepankan 
deteksi dini potensi kera-
wanan lalu lintas. Kapolres 
juga menekankan penting-
nya patroli di titik rawan 
macet dan kecelakaan, 
edukasi kepada masyara-
kat, serta penindakan pe-
langgaran menggunakan 
sistem elektronik.

Yang tak kalah penting, 
Kapolres kembali mene-
gaskan agar setiap personel 
menjauhi praktik pungli 
dan KKN, serta selalu men-
jaga citra institusi dengan 
menghadirkan pelayanan 
yang profesional dan hu-
manis.

“Kehadiran kita di la-
pangan harus membuat 
masyarakat merasa aman, 
nyaman, dan percaya. Jadi-
lah polisi yang dicintai dan 
menyayangi masyarakat,” 
pesan Kapolres. */AJI

Area Manager Commu-
nication, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi, T. Muham-
mad Rum, menegaskan 
bahwa dukungan penuh 
melalui Pertamax Turbo 
merupakan wujud kon-
tribusi perusahaan dalam 
mengangkat prestasi olah-
raga otomotif tanah air.

“Pertamina Patra Niaga 
Sulawesi melalui Pertamax 
Turbo mendukung penuh 
kejuaraan ini sebagai ba-
gian dari komitmen kami 
dalam memajukan dunia 
otomotif nasional, sekaligus 
mendorong penggunaan 
energi yang efisien dan 
berkualitas. Kami menga-
presiasi semangat luar biasa 
komunitas otomotif Sula-
wesi Selatan yang berhasil 
menghadirkan lebih dari 
700 starter di ajang final 
ini,” ujar Rum.

Pertamax Turbo den-
gan RON 98 dan Ignition 

Boost Formula (IBF) ter-
bukti membantu pembalap 
memaksimalkan performa 
mesin, menghadirkan pem-
bakaran lebih sempurna, 
akselerasi responsif, serta 
efisiensi energi tinggi — 
keunggulan yang sangat 
dibutuhkan di lintasan drag 
race berintensitas tinggi.

Ketua Panitia Pelaksa-
na, Cakra, menyampai-
kan bahwa Final Kejurnas 
Drag Race 2025 menjadi 
momentum penting bagi 
pembinaan olahraga otomo-
tif nasional, sekaligus bukti 
kesiapan Sulawesi Selatan 
sebagai tuan rumah ajang 
berskala nasional.

“Ajang ini kami hadirkan 
sebagai wadah kompetitif 
dan positif bagi pecinta 
otomotif, khususnya gene-
rasi muda, agar dapat me-
nyalurkan bakatnya secara 
aman sesuai regulasi IMI. 
Dukungan Pertamax Turbo 
juga sangat signifikan da-

lam mendongkrak performa 
para pembalap,” jelasnya.

Event ini diselenggarakan 
oleh Motokart Club Indo-
nesia dan berada di bawah 
koordinasi Ikatan Motor In-
donesia (IMI) yang memas-
tikan keseluruhan kegiatan 
berjalan aman, tertib, dan 
sesuai regulasi resmi.

Lebih lanjut Cakra meny-
ampaikan apresiasi kepada 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi atas du-
kungan yang diberikan, 
yang dinilai memberikan 
dorongan besar bagi para 
pembalap nasional untuk 
tampil maksimal di ajang 
final.

Tak sekadar kompetisi, 
gelaran ini juga membawa 
dampak ekonomi positif 
bagi masyarakat sekitar. 
Ribuan penonton mema-
dati area sejak hari pertama, 
dengan keterlibatan UMKM 
lokal, pelaku kuliner, hing-
ga komunitas kreatif yang 

menjadikan event ini seba-
gai festival otomotif rakyat.

“Kami berharap dukun-
gan Pertamina dan sponsor 
lain terus berlanjut agar 
ajang ini menjadi kegiatan 
tahunan tetap di Sulawesi 
Selatan,” tutup Cakra.

Sebagai produk unggulan 
Pertamina, Pertamax Turbo 
dirancang untuk kendaraan 
berteknologi tinggi dan per-
forma ekstrem. Keunggulan 
utamanya meliputi RON 
98 untuk tenaga optimal, 
Ignition Boost Formula (IBF) 
untuk respons akselerasi 
maksimal dan  Pembakaran 
lebih sempurna dan ramah 
lingkungan. 

Melalui dukungan ter-
hadap Kejurnas Drag Race 
2025, Pertamina Patra Ni-
aga Regional Sulawesi me-
negaskan komitmennya 
mendukung energi berku-
alitas sekaligus memajukan 
industri olahraga otomotif 
nasional. WAN 

Setelah mendapatkan 
informasi, pihaknya dan 
Tim Reaksi Cepat (TRC) 
BPBD Kabupaten Buol 
bersama aparat desa telah 
melakukan asesmen dan 
berkoordinasi untuk penan-
ganan awal.

Ia mengatakan berdasar-
kan data sementara, seban-
yak 96 kepala keluarga (KK) 
atau 297 jiwa, termasuk 12 
balita terdampak di Desa 
Tikopo.

“Adapun Desa Poongan, 
Desa Inalatan dan Desa 

Potangoan masih dalam 
proses pendataan," ujarnya.

Ia mengatakan berdasar-
kan laporan, tidak ada kor-
ban jiwa maupun warga 
yang mengungsi akibat 
kejadian tersebut.

Ia mengemukakan ke-

butuhan mendesak saat 
ini meliputi logistik pe-
nanggulangan bencana, 
normalisasi sungai, air ber-
sih, dan bantuan sembako. 
Sementara itu, beberapa 
unit rumah warga masih 
terendam banjir. ANT

SULTENG RAYA - Cris-
tiano Ronaldo mengikuti 
jejak Lionel Messi yang ber-
hasil lolos ke Piala Dunia 
2026. Dua megabintang ini 
menuju rekor main di Piala 
Dunia keenam.

Ronaldo memastikan hal 
ini setelah Portugal mem-
bantai Armenia 9-1 pada 
laga pemungkas Kualifik-
asi Piala Dunia 2026 zona 
Eropa, Minggu (16/11). Di 
laga ini, Ronaldo absen usai 
dikartu merah saat kalah 
0-2 melawan Irlandia.

Kemenangan itu me-
mastikan Portugal lolos 
langsung ke Piala Dunia 
2026 usai mengamankan 

posisi juara grup F. Selec-
cao das Quinas mengoleksi 
13 poin dari enam pertan-
dingan.

Ini sekaligus jadi kabar 
baik buat Ronaldo. Kapten 
timnas Portugal itu akan 
sejajar dengan Lionel Messi 
yang akan tampil di enam 
edisi Piala Dunia.

Ronaldo dan Messi se-
belumnya sama-sama ber-
main di Piala Dunia 2006, 
2010, 2014, 2018, dan 2022. 
Bedanya, La Pulga sudah 
meraih satu gelar Piala 
Dunia yang diraih bersama 
Argentina tahun 2022.

Sejauh ini, Messi juga 
masih lebih unggul atas 

Ronaldo terkait jumlah 
penampilan. Bintang Inter 
Miami telah memainkan 26 
pertandingan dan Ronaldo 
dengan 22 pertandingan.

Panggung Piala Dunia 
2026 juga sepertinya akan 
jadi yang terakhir buat Ro-
naldo dan Messi bersama 
timnas masing-masing. Ini 
karena usia kedua pemain 
yang sudah terbilang be-
rumur.

Ronaldo jika tidak men-
galami cedera akan tampil 
di Piala Dunia 2026 dengan 
usia 41 tahun. Sementara 
Messi akan berusia 39 ta-
hun di tengah berlangsung-
nya Piala Dunia 2026. CNN

Rekor Tercipta, Ronaldo dan 
Messi Akan Tampil di 6 Edisi 

Piala Dunia

SULTENG RAYA  - Dua 
negara Eropa memastikan 
tempat di Piala Dunia 2026 
dan menambah daftar tim 
yang telah resmi lolos ke 
pesta sepak bola dunia ta-
hun depan. Berikut daftar 
tim negara yang lolos ke 
Piala Dunia 2026.

Portugal menjadi negara 
ke-31 yang memastikan 
tiket ke Piala Dunia 2026. 
Kemenangan 9-1 atas Ar-
menia membuat Selecao das 
Quinas menjadi juara Grup 
F Kualifikasi Piala Dunia 
2026.

Setelah Portugal, me-
nyusul Norwegia. Erling 

Haaland dan kawan-kawan 
mengalahkan Italia 4-1 pada 
laga terakhir dan sekaligus 
mengukuhkan posisi seba-
gai pemimpin Grup I.

Dengan tampil sebagai ju-
ara grup, Portugal dan Nor-
wegia menyusul 30 negara 
lain yang sudah dipastikan 
tampil di Piala Dunia ke-23.

Untuk kawasan Eropa, 
sebelumnya sudah ada Ing-
gris, Prancis, dan Kroasia 
yang lebih dulu lolos.

Masih ada 11 jatah tiket 
bagi negara-negara Eropa 
dengan perincian tujuh tiket 
langsung bagi juara grup 
tersisa dan empat tiket lewat 

jalur playoff.
Selain lima negara Eropa, 

hingga kini sudah ada dela-
pan negara Asia, sembilan 
negara Afrika, enam negara 
Amerika Selatan, satu ne-
gara Oseania, dan tiga tuan 
rumah yang sudah memiliki 
garansi tampil di Piala Du-
nia 2026.

Kanada, Meksiko, dan 
Amerika Serikat menjadi 
tuan rumah. Sementara ne-
gara pertama yang lolos 
melalui jalur kualifikasi 
adalah Jepang pada 20 Ma-
ret 2025.

Dengan 32 tim negara lo-
los, maka masih ada 16 tiket 

Daftar 32 Tim Negara 
Lolos ke Piala Dunia 2026

Daftar 32 Tim Negara Lolos 
Piala Dunia 2026:

1.    Kanada (Tuan rumah)
2.    Meksiko (Tuan rumah)
3.    Amerika Serikat (Tuan rumah)
4.    Jepang
5.    Selandia Baru
6.    Iran
7.    Argentina
8.    Uzbekistan
9.    Korea Selatan
10. Jordania
11. Australia
12. Brasil
13. Ekuador
14. Uruguay
15. Kolombia
16. Paraguay
17. Maroko
18. Tunisia
19. Mesir
20. Aljazair
21. Ghana
22. Tanjung Verde
23. Afrika Selatan
24. Qatar
25. Inggris
26. Arab Saudi
27. Pantai Gading
28. Senegal
29. Prancis
30. Kroasia
31. Portugal
32. Norwegia. 

yang akan diperebutkan. 
Sebelas tiket masih dipere-
butkan negara di kawasan 
UEFA, tiga tiket ada di ka-
wasan CONCACAF, dan 
ada dua tiket lagi melalui 
playoff antarbenua. CNN

PEMAIN timnas Portugal merayakan keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026. FOTO: REUTERS/PEDRO NUNES

CRISTIANO Ronaldo dan Lionel Messi akan bermain di enam edisi Piala Dunia 2026. FOTO: REUTERS/HAMAD 
I MOHAMMED DAN MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES/AFP



dalam membangun mode-
rasi beragama di Sulteng. 

"Saya selalu percaya bah-
wa pendidikan sangat pen-
ting dalam memberikan 
pemahaman yang benar 
kepada umat. Pemahaman 
yang mendalam terhadap 
agama akan menjauhkan 
umat dari ekstremisme dan 
justru menguatkan toleran-
si," kata dia menuturkan. 

Adanya Sekolah Karuna 
Dipa yang konsisten men-
gajarkan nilai-nilai Buddhis 
sejak dini, umat Buddha 
di Palu akan memiliki fon-
dasi karakter yang kokoh, 
iman yang kuat justru akan 
menciptakan pribadi yang 
dewasa.

"Saya kira, iman yang kuat 
tidak akan merasa terancam 
dengan keyakinan orang 
lain. Pendidikan adalah 
kuncinya agar moderasi 
beragama dapat menjadi 
way of life atau cara hidup, 
bukan sekadar slogan," kata 
dia menambahkan. 

Sementara itu, Wakil Gu-
bernur Sulawesi Tengah 
Reny A Lamadjido mene-
kankan bahwa Vihara itu 
menjadi refleksi penting, 
karena kerukunan bukan 
sekedar slogan, melainkan 
tanggung jawab bersama 
merawat keharmonisan. 

"Keamanan dan kedamai-
an tercapai bila masyarakat 
hidup harmonis. Masyara-
kat mayoritas harus men-
jadi pengayom minoritas. 
Begitupun minoritas harus 
menghargai budaya di mana 
tempat mereka tinggal," kata 
dia. ANT
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Acara yang berlangsung 
di Ballroom Hotel Estrel-
la, Kabupaten Banggai ini 
dihadiri oleh unsur Forko-
pimda dan kepala daerah 
se-Sulawesi Tengah. Rapat 
koordinasi tersebut dibuka 
secara resmi oleh Gubernur 
Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid. Dalam sambutannya, 
Gubernur Anwar menyam-
paikan bahwa rapat koordi-
nasi terpadu ini merupakan 
yang pertama kalinya di-
laksanakan di Sulawesi Ten-
gah dan menjadi momentum 
penting dalam evaluasi im-
plementasi program Asta 
Cita Presiden di daerah.

“Program prioritas presi-
den seperti makanan bergizi 
gratis, pemeriksaan kese-
hatan gratis, koperasi merah 
putih, hingga sekolah rakyat 
semuanya bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Kita harus me-
mastikan implementasinya 
berjalan optimal di Sulawesi 
Tengah,” ujar Gubernur 
Anwar.

Gubernur juga menegas-
kan bahwa Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 2025–2030 
harus tetap berpedoman 
pada program Asta Cita.

Gubernur Anwar mene-
kankan bahwa jika daerah 
fokus menjalankan program 
pemerintah pusat, maka 
pembiayaan dari pusat pun 
akan mengikuti. “Anggaran 
ke daerah menurun hingga 
40 persen. Maka daerah 
harus kreatif menarik dana 
pusat dengan menjadikan 
Asta Cita sebagai paspor. 
Program nasional harus kita 
tarik sebanyak mungkin ke 
Sulawesi Tengah,” imbuh 
gubernur.

Gubernur juga menyoroti 
peluang ekonomi dari pro-
gram nasional, seperti 307 
Sekolah Penggerak Pangan 
Gizi (SPPG) yang mem-
butuhkan suplai telur dan 
bahan pangan lainnya. 

Menurut gubernur, hal ini 
dapat memicu pertumbuhan 
ekonomi baru di masyarakat 

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu,Hadianto Rasyid, 
menjadi salah satu nara-
sumber dalam acara talk 
show yang digelar pada 
puncak Festival Palu Sehat 
2025, Sabtu (15/11/2025) di 
Lapangan Vatulemo, Kota 
Palu. 

Kehadiran wali kota seka-
ligus menutup seluruh rang-
kaian kegiatan festival yang 
diselenggarakan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Palu dalam 
rangka memperingati Hari 
Kesehatan Nasional ke-61.

Dalam paparannya, Wali 
Kota Hadianto menyampai-
kan apresiasi kepada masy-
arakat yang telah meman-
faatkan Lapangan Vatulemo 
sebagai ruang yang bukan 
hanya untuk silaturahmi, 
namun juga berbagai kegi-
atan positif lainnya. 

“Saya berharap kita se-
mua ikut menjaga Lapangan 
Vatulemo agar tetap menja-
di tempat ternyaman bagi 
kita semua,” ujar wali kota.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Wali Kota Hadian-
to menegaskan komitmen 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Palu dalam mempercepat 
layanan kesehatan yang 
terintegrasi, berbasis data, 
dan semakin dekat kepada 
masyarakat. 

Wali kota menyebutkan 
bahwa aplikasi Sangupalu 
telah menjadi salah satu 
inovasi untuk memudah-
kan masyarakat mengakses 
layanan kesehatan secara 
online, termasuk konsul-
tasi dengan dokter secara 
langsung.

“Ke depan, saya berharap 
tidak hanya layanan yang 
terintegrasi, tapi juga data. 
Semua rumah sakit dan 
puskesmas harus mampu 
mengintegrasikan data pa-
sien, sehingga memudahkan 
dokter dalam memberi-
kan diagnosis dan layanan. 
Misalnya, jika seseorang di-
periksa di rumah sakit A dan 
kemudian ke B, tidak perlu 
lagi dilakukan pemeriksaan 
dari awal,” jelas Wali Kota.

Menurut wali kota, pe-
nerapan konsep smart 
Healthcare di Kota Palu 
merupakan bagian dari 
upaya membangun Kota 
Cerdas (Smart City) yang 
menyederhanakan proses 
pelayanan, termasuk den-
gan memanfaatkan tekno-
logi digital dan kecerdasan 
buatan (AI). 

WAKIL Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program 
Asta Cita Presiden, Senin (17/11/2025). FOTO:IST

Imelda Ikuti Rakor 
Program Asta Cita

SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, 
Imelda Liliana Muhidin, menghadiri Rapat 
Koordinasi dan Evaluasi Program Asta Cita 
Presiden dan Wakil Presiden RI di wilay-
ah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin 
(17/11/2025).

daerah.
Dalam kesempatan ter-

sebut, Gubernur Anwar 
juga mengajak seluruh pe-
mangku kepentingan untuk 
berkolaborasi dan mening-
galkan pola kerja individual. 

“Tidak ada lagi zaman 
bekerja sendiri-sendiri. Kita 
tidak bisa menyelesaikan 
masalah ini tanpa kolabora-
si. Ini bukan soal penghar-
gaan, tapi bagaimana me-
manfaatkan peluang dengan 
melaksanakan program Asta 
Cita secara maksimal,” tegas 
gubernur.

Gubernur berharap pada 
tahun 2026 seluruh program 
Asta Cita dapat terealisasi 
hingga 100 persen. 

Gubernur juga membe-
rikan sinyal untuk terus 
membuka diri dalam mene-
rima usulan baik dari bupati 
maupun wali kota. 

Menurut gubernur, pe-
mimpin sejati adalah mereka 
yang siap berhadapan den-
gan masalah dan memberi-
kan solusi.

Rapat koordinasi ini me-
nandai langkah awal Pro-
vinsi Sulawesi Tengah se-
bagai provinsi pertama yang 
melaksanakan koordinasi 
program Asta Cita di tingkat 
daerah. 

Evaluasi lebih lanjut akan 
dilakukan secara berkala 
untuk dilaporkan langsung 
kepada Presiden RI.ABS

PENUTUPAN Festival Palu Kota Sehat oleh Wali Kota Palu, Sabtu 
(15/11/2025). FOTO PPID KOMINFO PALU

Penerapan Konsep Smart 
Healthcare dalam Smart City

SULTENG RAYA- Forum 
Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) mengatakan ke-
hadiran Vihara Karuna Dipa 
di Kota Palu bukti toleransi 
dan kerukunan yang kental 
antar umat beragama di 
Suteng. 

"Kami merespons positif 
kehadiran Vihara Karuna 
Dipa sebagai pusat periba-
datan umat Buddha. Ke-
hadiran Vihara ini adalah 
simbol keberagaman," kata 
Ketua FKUB Sulawesi Ten-
gah Prof Zainal Abidin saat 
menghadiri peresmian Viha-
ra Karuna Dipa Palu, Ahad 
(16/11/2025).

Selama tiga dekade pem-
bangunan rumah ibadah 

umat Biddha tersebut me-
rupakan penantian panjang, 
dengan berbagai dinamika 
perjalanannya, maka FKUB 
Sulteng memberikan apre-
siasi. 

"Kami mengapresiasi ke-
bijakan pemerintah daerah 
memberikan ruang semua 
agama menunjukkan jati 
diri. Maka toleransi yang 
sudah terbangun sejak lama 
harus dipertahankan, terle-
bih konsistensi Yayasan Kar-
una Dipa selama 30 tahun 
tidak pernah surut seman-
gatnya membangun fasilitas 
keagamaan," ujarnya. 

Menurut dia, sebagai 
masyarakat yang majemuk 
semua orang harus meng-
hormati dan menghargai 

perbedaan, karena perbe-
daan merupakan bagian 
instrumen dalam menjalani 
kehidupan. 

Maka sikap pluralisme 
menjadi salah satu ornamen 
yang harus diterima dalam 
konteks berbangsa dan ber-
negara. 

"Jangan jadikan perbe-
daan sebagai sekat dalam 
interkasi sosial, justru per-
bedaan menjadi kekuatan 
dalam menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa," ucap 
Zainal yang juga Guru Besar 
Universitas Islam Negeri 
(UIN) Datokarama Palu. 

Menurut dia Vihara yang 
berdiri berdampingan den-
gan sekolah Karuna Dipa, 
memiliki peran sentral 

SULTENG RAYA- Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
melalui Lembaga Penjami-
nan Mutu dan Pengemban-
gan Pendidikan (LPMPP) 
menggelar kegiatan “Re-
freshment Pembelajaran In-
ovatif Tahap 1” pada 13–15 
November 2025 di Ruang 
Senat Fakultas Teknik. Ke-
giatan ini diikuti jajaran 
pimpinan universitas mulai 
dari Rektor, Dekan, Ketua 
Lembaga, hingga para guru 
besar dari berbagai fakultas.

Kegiatan tersebut meng-
hadirkan dua narasumber 
nasional, yakni Dr. Finita 
Dewi, M.A. dari Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) 
dan Surya Putra Sarunggu, 
Google Education Specialist. 
Keduanya memaparkan 
penguatan strategi pembe-
lajaran berbasis teknologi, 
termasuk pemanfaatan ke-
cerdasan buatan (AI) dalam 
proses belajar-mengajar.

Kepala LPMPP Untad, 
Prof. Darmawati Darwis, 
M.Si., Ph.D., dalam sambu-
tannya menegaskan pen-
tingnya penyegaran kom-
petensi mengajar bagi para 
dosen. Ia menyebut perce-
patan perkembangan tekno-
logi pembelajaran menuntut 
para pendidik, khususnya 

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah (pakai jilbab), Ketua FKUB Sulawesi Tengah (kelima kiri) bersa-
ma dokoh lintas agama dan TNI/Polri berpose bersama pada peresmian Vihara Karuna Dipa di Kota 
Palu, Minggu (16/11/2025). FOTO: ANT/HO-HUMAS FKUB)

FKUB: Kehadiran Vihara Karuna Dipa 
Palu bukti toleransi yang kental

“Ini harus menjadi bagian 
penting dalam memper-
kuat pelayanan kesehatan di 
Palu,” tegas wali kota.

Wali Kota juga mengucap-
kan terima kasih kepada se-
luruh pihak yang telah ber-
partisipasi, baik rumah sakit 

mitra Pemerintah Kota Palu, 
tenaga kesehatan, maupun 
pihak swasta seperti PT 
Citra Palu Minerals (CPM). 

“Saya apresiasi kepada 
Dinas Kesehatan dan se-
luruh satuan tenaga ke-
sehatan, termasuk rumah 

sakit, yang telah melaksa-
nakan kegiatan seperti ini. 
Talk show ini menjadi ru-
ang bagi masyarakat untuk 
menyampaikan masukan 
dan koreksi, selain menjadi 
ajang sosialisasi program 
kesehatan pemerintah,” 
tambah wali kota.

Mengakhiri sambutannya, 
Wali Kota mengajak masya-
rakat untuk memanfaatkan 
layanan kesehatan yang 
telah disiapkan pemerintah 
agar dapat mengidentifikasi 
kelemahan dan melakukan 
perbaikan. “Semoga Kota 
Palu semakin sehat ke de-
pan,” pungkas wali kota.

Festival Palu Sehat 2025 
telah berlangsung selama 
dua hari, menjadi salah satu 
program kolaboratif yang 
mempertemukan peme-
rintah, tenaga kesehatan, 
komunitas, dan masyara-
kat umum untuk bersama 
membangun budaya sehat 
di Kota Palu.ABS

SUASANA kegiatan “Refreshment Pembelajaran Inovatif Tahap 1” pada 13–15 November 2025 di Ruang Senat Fakultas Teknik. FOTO: HUMAS

Untad Segarkan Metode Pengajaran, Dorong Dosen Adaptif di Era AI

dosen senior untuk terus 
beradaptasi. 

“Perkembangan metode 
pembelajaran sangat cepat, 
dan para staf pengajar beru-
sia di atas 50 tahun menya-
dari bahwa mereka sudah 
jauh tertinggal. Karena itu, 
penyegaran kompetensi 
pengajaran menjadi sangat 
penting,” ujarnya.

Prof. Darmawati juga 
mengapresiasi kehadiran 
Dr. Finita Dewi dan per-

wakilan Google Education 
yang memberikan materi 
terkait media pembelajaran 
inovatif, pengembangan 
e-modul berbasis flipped 
book, serta pemanfaatan 
teknologi berbantuan AI.

Selain penyegaran metode 
pengajaran, kegiatan ini juga 
menjadi forum pembahasan 
penyusunan dan penye-
larasan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) sebagai dasar 
kontrak kinerja Untad ber-

sama kementerian. Selama 
tiga hari, peserta mengiku-
ti sejumlah sesi utama, di 
antaranya Pengembangan 
e-modul berbasis flipped 
book dan AI (Dr. Finita 
Dewi, UPI), Pemanfaatan AI 
sebagai media dan metode 
pembelajaran (Surya Putra 
Sarunggu, Google Educati-
on), Kebijakan pendidikan 
dalam mendukung visi-misi 
universitas (Rektor), dan 
Penetapan IKU Kampus Ber-

dampak Untad (Kepala LP-
MPP). Materi yang disajikan 
berfokus pada transformasi 
digital dalam pembelajaran, 
peningkatan kualitas ba-
han ajar, serta penguasaan 
berbagai aplikasi teknologi 
modern.

Rektor Universitas Ta-
dulako, Prof. Dr. Ir. Amar, 
ST., MT dalam arahannya 
mengatakan bahwa kegi-
atan ini menjadi bagian dari 
strategi jangka panjang uni-

versitas untuk memastikan 
seluruh pengajar mampu 
beradaptasi dengan per-
kembangan teknologi dan 
metode pembelajaran ter-
baru. “Tujuan utama acara 
ini adalah meningkatkan 
kemampuan pengajar melal-
ui metode dan aplikasi baru, 
termasuk memanfaatkan 
teknologi canggih seperti 
Artificial Intelligence (AI) 
dan ChatGPT, agar tidak 
‘gagap teknologi’ di tengah 
perkembangan yang begitu 
pesat,” tegasnya. 

Prof. Amar juga menyam-
paikan bahwa Untad tengah 
mempersiapkan diri menuju 
status Perguruan Tinggi 
Negeri Berbadan Hukum 
(PTNBH). Persiapan terse-
but mencakup peningkatan 
kualitas akademik dan pene-
litian, penyempurnaan tata 
kelola, penguatan sistem ja-
ringan, pembangunan infra-
struktur digital, penerapan 
absensi dan manajemen ber-
basis GPS, serta penguatan 
IKU universitas.

Ia menegaskan bahwa 
inovasi berkelanjutan me-
rupakan kunci bagi seluruh 
unsur akademik, baik dalam 
pembelajaran, penelitian, 
maupun operasional kam-
pus.*ENG


